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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kam 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap 
”(Q.S. Al Insyirah: 5-8) “ 
 
“Harga kebaikan manusia diukur menurut apa yang telah diperbuatnya 
”(Ali bin Abi Thalib) ” 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kita jatuh”(Confusius) ” 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik (good government governance), telah mendorong 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. 
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai upaya bentuk kewajiban dalam 
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan 
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, 
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik 
(Mardiasmo, 2002).  
Lahrirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan UndangUndang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada 
pemerintah daerah baik itu Kabupaten maupun Kota, untuk mengurus rumah 
tangganya sendiri baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan 
kemasyarakatan (Mercy, 2013). 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah (Bastian, 2010). Menurut Wijaya (2008) standar akuntansi 
pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang 
mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Tanpa adanya standar ini, 
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maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bias jadi berbeda-
beda di setiap daerah yang akan memunculkan persoalan baru di tingkat nasional. 
Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara 
disebutkan bahwa SAP ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang diatur 
dengan PP No. 71 Tahun 2010, salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut 
adalah penggunaan basis akuntansi daribasis kas menjadi basis akrual, 
dimanabasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya 
penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban, 
sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya 
transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban (Usman, 
2014). 
Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan 
digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat 
dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang di harapkan dapat 
menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup 
pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi 
dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan 
keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan 
keuangan daerah tersebut (Langelo, 2015). 
 Salah satu bentuk konkrit untuk meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan 
pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam 
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penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah (Ningtyas, 2015). 
 SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hokum dalam 
upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, dimana 
pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut 
kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan 
presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan, sehingga peraturan ini 
menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota 
maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada 
pemerintah daerahnya (Mentu, 2016). 
 Salah satu perwujudan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 adalah 
menetapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan 
dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari PP 
No. 24 Tahun 2005. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 bersifat 
sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan 
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka 
digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas (Putra, 2015).  
 Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP 
berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di 
Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual 
penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut 
selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga 
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diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, 
menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan 
bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja (Lamonisi, 2016). 
 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 standar akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang 
mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial 
berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 
pelaporan pelaksanaan anggaran basis yang ditetapkan dalam APBD (Wiraputra, 
2014).  
Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2012) Basis akrual adalah dasara 
kuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan 
peristiwa itu terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau 
dibayar, oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam 
catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. 
Dijelaskan lebih lanjut oleh Halim dan Kusufi (2012) bahwa dalam pencatatan 
bsis akrual sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat 
menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber 
daya dicatat. 
Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah berbasis akrual akan membawa 
dampak/implikasi walau sekecil apapun,  perubahan yang dianggap lebih baik ini 
bukan berarti hadir tanpa masalah (Binsar, 2010). Pernyataan pro-kontra 
mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan standar 
akuntansi pemerintahan berbasis akrual terus timbul (Adriana, 2008).  Sedangkan 
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pada tahun 2015 seluruh satuan kerja yang ada di Indonesia seharusnya sudah 
merubah akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual 
secara penuh.  
Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2015) menyatakan bahwa Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya 
menerapkan PP 71/2010 berbasis akrual. Dalam menyusun LKPD, basis akuntansi 
yang digunakan adalah basis akuntansi kas menuju akrual (Lampiran II PP 
71/2010). Dan perlakuan akuntansi pada LKPD Kab. Nganjuk terkait penerapan 
PP 71/2010 basis akrual telah sesuai untuk pengakuan, penilaian dan penyajian 
pos-pos dalam neraca, kecuali pengukuran piutang yang tidak mencatat nilai 
piutang sebesar nilai nominal, melainkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2015) yang 
menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya 
Mineral Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013 belum menerapkan PP 
Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2005 
karena telah menggunakan aplikasi SIMDA dimana sistem pencatatannya masih 
berbasis kas menuju akrual sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005.  
Penelitian yang dilakukan oleh ayu (2014) bahwa DPPKAD Kota 
Kotamobagu dalam penyajian laporan keuangannya belum menerapkan PP No. 71 
Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 dan telah 
berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan hasil selanjutnya 
DPPKAD Kota Kotamobagu selaku SKPD tidak menyajikan Laporan Arus Kas 
karena Laporan ini hanya akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah 
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daerah yang dibuat oleh SKPKD. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan 
investasi yang hanya dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dengan SKPD. 
Sedangkan penelitian Kema (2013) menghasilkan secara keseluruhan 
laporan keuangan pemerintah kota Manado telah berpedoman pada Standar 
Akuntansi Pemerintahan dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 
Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem 
akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan 
penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. 
Seperti yang dikemukakan oleh peneliti lain bahwa salah satu tantangan 
yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah 
tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan andal di bidang akuntansi 
(Ardiansyah, 2012). Sedangkan Aldiani (2010) berpendapat ketersediaan 
perangkat pendukung berupa tersedianya komputer dan software akan membantu 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas yang 
berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferri, selaku Kepala Bidang 
Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, bahwa dalam 
penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah 
menyajikan komponen laporan keuangan berupa : Laporan Realisasi Anggaran, 
Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 
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Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan 
(Ferri, BKD Karanganyar 2017). 
Dijelaskan lebih lanjut, bahwa di Pemerintah Kabupaten Karangnyar 
belum melakukan pencatatan persediaan dengan metode Perpetual, tetapi 
menggunakan metode Fisik, dengan alas an kesulitan dalam pencatatan 
menggunakan metode perpetual, alasan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah masih member ruang untuk 
memilih metode fisik dalam pencatatan persediaannya dan system aplikasi 
pengelolaan keuangan yang tidak mendukung pencatatan persediaan dengan 
perpetual (Ferri, BKD Karanganyar 2017). 
Hal tersebut tidak menyalahi aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
71 tahun 2010, tetapi penjelasan dari Bapak Ferri dengan tidak menggunakan 
metode Perpetual pada pencatatan persediaan mengurangi kualitas laporan 
keuangan, karena Pemerintah Kabupaten Karanganyar tidak dapat meng-update 
posisi persediaan setiap saat. Berbeda jika penggunakan metode Perpetual, 
dimana salah satu output nya adalah saldo persediaan setiap saat dapat diketahui 
(Ferri, BKD Karanganyar 2017)  
Kendala lain yang dijelaskan oleh Bapak Ferry selaku Kepala bidang 
Akuntansi di Badan Keuangan Daerah bahwa memang dalam penerapan SAP 
Akrual di Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa kedala yang diantaranya 
adalah minimnya SDM sebagai penyusun laporan keuangan yang berlatar 
belakang pendidikan dari bidang Akuntansi. Menurut beliau hal tersebut sangat 
mempersulit terkait pergantian SAP yang baru, karena beliau harus lebih bekerja 
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keras untuk memaksimalkan pemahaman mereka terhadap SAP Akrual 
tersebut(Ferri, BKD Karanganyar 2017). 
Sedangkan dalam wawancara yang dilakukan oleh Ibu Sekar, selaku 
Kasubid Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, bahwa di Kabupaten 
Karanganyar sarana pendukung dalam implementasi Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual salah satunya adalah teknologi informasi, beliau 
mengatakan untuk teknologi informasi pada PEMDA Kabupaten Karanganyar 
sudah memadai. Hal tersebut diketahui dari tersedianya komputer, laptop, printer 
dan perangkat keras lainnya, dengan jumlah yang cukup bagian akuntansi di 
dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekar, BKD Karanganyar 2017). 
Akan tetapi dijelaskan lebih lanjut oleh beliau, bahwa masih terdapat 
sedikit kendala terkait aplikasi yang digunakan, ketika aplikasi di upgrade, 
terkadang masih suka error. Apabila terdapat kendala dalam teknologi informasi 
maka akan mengganggu proses penerapan dalam penyajian laporan keuangan 
terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, karena 
memang semua proses penyajian laporan keuangan dilakukan dengan 
komputerisasi (Sekar, BKD Karanganyar 2017). 
Berdasarkan fakta di atas, peneliti tertarik untuk mengevaluasi baimana 
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar, sehingga penelitian ini berjudul ” Evaluasi Penerapan 
Standar Akuntani Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar. 
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1.2  RumusanMasalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat rumusan masalah 
penelitian yaitu :  
1. Bagaimana makna basis akrual dalam pemerintah kabupaten karanganyar 
terkait terjadinya kompleksitas laporan keuangan ? 
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pada LKPD Kabupaten Karanganyar 
tahun anggaran 2016 terkait penerapan PP 71/2010 basis akrual terkait 
pengakuan dan pengukuran laporan keuangan dalam penerapan SAP 
akrual ? 
1.3  TujuanPenelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana 
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar. Fokus evaluasinya yaitu pada : 
1. Untuk mengetahui bagaimana makna basis akrual dalam pemerintah 
Kabupaten Karanganyar terkait terjadinya kompleksitas laporan keuangan. 
2. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada LKPD Kabupaten 
Karanganyar tahun anggaran 2016 terkait penerapan PP 71/2010 basis 
akrual terkait pengakuan dan pengukuran laporan keuangan dalam 
penerapan SAP akrual. 
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1.4  ManfaatPenelitian 
 Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat member manfaat 
sebagai berikut:  
1. Manfaat praktis   
Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan 
pertimbangan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 agar 
dapat menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara maksimal. 
Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan 
pelaporan keuangan dengan adanya identifikasi kemungkinan kendala yang 
dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan basis akrual. Secara umum juga 
diharapkan kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan dalam pemerintahan akan 
meningkat.   
2. Manfaat teoritis   
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  bagi pengembangan 
standar akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai basis akrual. Selain itu, 
manfaat penelitian ini adalah bagi peneliti dan orang-orang yang berminat 
mengkaji standar akuntansi pemerintahan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 
rujukan bagi penelitian selanjutnya.   
1.5 Jadwal Penelitian 
Terlampir 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 
Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan gambaran sebagai 
berikut : 
BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistimatika 
Penulisan Skripsi. 
BAB II : Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Deskripsi Konseptual Fokus 
dan Subfokus Penelitian. 
BAB III : Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari Desain Penelitian, 
Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Validitas dan 
Realibitas Data 
BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini terdiri dari Gambaran 
Umun, Hasil Penelitian Dan Pembahasan.  
BAB V : Penutup, berisi uraian Kesimpulan dan Saran. 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian 
2.1.1. Standar Akuntansi Pemerintahan 
1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang 
mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial 
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelapor 
an pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Mahmudi 
(2011) menyatakan bahwa Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas 
laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, 
relevansi,  dan  keandalan  laporan keuangan. 
  Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur basis akuntansi yang digunakan 
dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan belanja dan 
pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, 
kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akuntansi tersebut dikenal dengan istilah 
kas menuju akrual (cash toward accrual). Secara  umum basis kas pada akuntansi 
telah lama ditinggalkan oleh para peyelenggara laporan akuntansi dan telah beralih 
ke basis akrual.  
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 Menurut Mahsun (2013) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. Dengan demikan, SAP merupakan persyaratan yang 
mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan 
pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah. 
  Menurut Wijaya (2008) standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan 
standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi 
pemerintahan Indonesia. Adapun definisi menurut Indra Bastian (2010) SAP  adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. Sejalan dengan Ritonga (2004) bahwa standar akuntansi 
merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam 
penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan 
keuangan.   
  Sedangkan menurut  Tanjung (2012) Standar akuntansi  pemerintah  adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan 
Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 
dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan 
akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas 
LKPP dan LKPD. 
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  Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik 
di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Dengan 
demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada 
peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
(Nordiawan et al, 2009: 123). Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan 
akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu: (1) pengakuan; (2) 
pengukuran; dan (3) pengungkapan. 
  Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa SAP merupakan 
persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas 
laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan menjadi 
acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam 
pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam  rangka 
mencapai transparansi dan akuntabilitasa serta  dapat menyajikan informasi yang 
lengkap dan dapat diandalkan. Sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai alat 
komunikasi antara pemerintah dengan stakholders sehingga tercipta pengelolaan 
keuangan negara yang transparan dan akuntabel. 
2. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 
Yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 adalah 
peraturan yang berisi tentang Standar Akuntansi Pemerintahan baik untuk pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan tersebut dikeluarkan guna mengatur 
tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun Laporan 
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Keuangan Pemerintah. Dapat dikatakan juga peraturan tersebut merupakan kerangka 
konseptual akuntansi pemerintah. 
Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan pemerintah yakni 
basis akrual, sehingga dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian Laporan 
Keuangan entitas Pelaporan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan 
pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Entitas 
Pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyaji-kan Laporan 
Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan tentang anggran (Firdaus, 2015). 
Acuan KSAP sebagai penyusun standar Laporan Keuangan pemerintah, 
pemerintah dan pengguna Laporan Keuangan dalam mencari pemecahan masalah 
yang belum diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Lingkup  
pengaturan Peraturan Pemerintah No 71/2010 meliputi SAP Berbasis Akrual dan 
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I 
dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. 
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (PP 24/2005) pada Lampiran II berlaku selama 
masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. 
Lampiran III PP No 71 Tahun 2010 menjelasakan tentang Proses Penyusunan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Firdaus,2015). 
Perbedaan masing-masing standar yang termuat dalam lampiran-lampiran 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan secara ringkas oleh Ratmono, 
(2015). 
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Tabel 2.1 
Penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah SAP Kas menuju Akrual dan SAP 
berbasis Akrual. 
No. Keterangan SAP berbasis Kas 
Menuju Akrual 
SAP berbasis Akrual 
1. Komponen laporan 
keuangan. 
Laporan Keuangan 
Pokok: 
1. Neraca 
2. Laporan Realisasi 
Anggaran 
3. Laporan Arus Kas 
4. Catatan atas 
Laporan yang Bersifat 
Optional: 
1. Laporan Kinerja 
Keuangan (LKK) 
2. Laporan Perubahan 
Ekuitas (LPE). 
 
Laporan Anggaran: 
1. Laporan Realisasi 
Anggaran 
(LRA) 
2. Laporan Perubahan 
Saldo Anggaran Lebih 
(SAL) 
Laporan Finansial: 
1. Neraca 
2. Laporan Operasional 
(LO) 
3. Laporan Arus Kas 
(LAK) 
4. Laporan Perubahan 
Ekuitas (LPE) 
5. Catatan Atas Laporan 
Keuangan. 
3. Laporan realisasi 
anggaran. 
Diperlukan dalam 
rangka memenuhi 
kewajiban 
pemerintah yang 
diatur dalam 
perundangan. 
Tetap diperlukan dalam 
rangka memenuhi 
kewajiban pemerintah 
yang diatur dalam 
perundangan. 
4. Laporan peubahan 
SAL. 
Tidak ada laporan 
sendiri. 
Laporan perubahan SAL 
menyajikan secara 
kompaatif dengan 
periode sebelumnya pos-
pos berikut: 
1. Saldo anggaran lebih 
awal 
2. Saldo anggaran lebih  
3. Sisa lebih/kurang 
pembiayaan 
Tabel Berlanjut ... 
17 
 
Lanjutn Tabel 2.1 
Tabel 2.1 
Penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah SAP Kas menuju Akrual dan SAP 
berbasis Akrual. 
   4. Anggaran tahun berjalan 
5. Koreksi kesalahan 
pembukuan tahun 
sebelumnya dan lain-lain. 
6. Saldo anggaran lebih 
akhir. 
5. Neraca  Akun ekuitas disebut 
sebagai ekuitas dana 
yang terbagi : 
1. Ekuitas dana lancar 
2. Ekuitas dana 
investasi 
3. Ekuitas dana 
Cadangan 
Tidak lagi disebut ekuitas 
dana, hanya ekuitas yaitu 
kekayaan bersih pemerintah 
yang merupakan selisih 
antara aset dan kewajiban 
pemerintah pada tanggal 
laporan. Saldo ekuitas di 
Neraca berasal dari saldo 
ekuitas pada laporan 
perubahan ekuitas. 
6. Laporan arus kas 1. Disajikan oleh unit 
yang mempunyai 
fungsi 
perbendaharaan. 
2. Arus masuk dan 
keluar kas 
diklasifikasikan 
berdasarkan aktivitas 
operasi, investasi 
aset non keuangan, 
pembiayaan dan non 
anggaran. 
 
1. Disajikan oleh unit       
yang mempunyai fungsi 
perbendaharaan. 
2. Arus masuk dan keluar 
kas diklasifikasikan 
berdasarkan aktivitas 
operasi, investasi aset 
non keuangan, 
pembiayaan dan non 
anggaran.  
 
7. Laporan kinerja 
keuangan /laporan 
operasinal. 
1. Bersifat opsional. 
2. Disusun oleh entitas 
pelaporan yang 
menyajikan laporan 
berbasis akrual. 
Merupakan keuangan 
pokok. 
Tabel Berlanjut ... 
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Lanjutan Tabel 2.1 
Tabel 2.1 
Penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah SAP Kas menuju Akrual dan SAP 
berbasis Akrual. 
8. Laporan perubahan 
ekuitas 
Bersifat opsional. Merupakan laporan 
keuangan pokok. 
9. Catatan atas 
laporan keuangan. 
1. Disajikan secara 
sistematis setiap pos 
dalam LRA, Neraca, 
dan LAK harus 
mempunyai referensi 
silang dengan 
informasi terkait 
dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan 
2. CaLK meliputi 
penjelasan atau 
daftar terinci atau 
analisis atas nilai 
suatu pos yang 
disajikan dalam 
LRA, Neraca dan 
LAK. 
1. Disajikan secara  
sistematis setiap pos 
dalam LRA, Neraca, 
dan LAK harus 
mempunyai referensi 
silang dengan 
informasi terkait dalam 
Catatan atas Laporan 
Keuangan 
2. CaLK meliputi 
penjelasan atau daftar 
terinci atau analisis 
atas nilai suatu pos 
yang disajikan dalam 
LRA, Neraca dan LAK 
Sumber : Ratmono, (2015). 
2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual  
1.  Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 
71 tahun 2010, meliputi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar 
akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Standar akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual terdapat pada lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 
dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. 
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Tudor dan Mutiu, (2006) berpendapat mengenai definisi basis akrual yaitu 
pada basis akrual transaksi dicatat pada saat pemesanan dilaksanakan, terdapat 
penyerahan barang, atau jasa telah diberikan tanpa memperhatikan apakah kas (atau 
piutang) sudah benar-benar diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain pendapatan 
dicatat pada saat terjadi penjualan, dan beban dicatat pada saat menerima barang atau 
jasa. 
Sedangkan Laughlin (2012) mendefinisikan akuntansi akrual adalah metode 
pencatatan transaksi yang tidak hanya dilakukan pada saat kas yang diterima atau 
dibayarkan dengan kas tetapi penerimaan dan pembayaran yang ditangguhkan, yang 
akan diterima atau dibayarkan dengan kas pada masa mendatang dapat dicatat dan 
seharusnya dicatat. 
Pendapat lainnya dikemukakan oleh Ritonga (2010) yang menyatakan bahwa, 
apabila Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan basis akrual, maka 
pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada 
saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh 
pada  keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima 
atau dibayar.   
Dalam standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terdapat 7 komponen 
laporan keuangan pokok yang harus dilaporkan seperti yang telah dibahas 
sebelumnya. Masing-masing laporan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
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Laporan  Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, 
danpemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, 
yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu 
periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, 
transfer, dan pembiayaan. 
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LSAL)  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan 
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dari sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun sebelumnya (SILPA) atau sumber dana yang digunakan untuk 
menutup sisa kurang anggaran tahun lalu (SILKA), sehingga tersaji sisa lebih / 
kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan dengan pos-pos sebagai berikut:  
a. Saldo Anggaran Lebih awal; 
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;  
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir; 
3. Neraca  
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca 
terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
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a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari  peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 
alasan sejarah dan budaya. 
b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 
4. Laporan Operasional (LO)  
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah 
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur 
yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari: 
a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih. 
b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih. 
c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh 
suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 
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perimbangan dan dana bagi hasil. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar 
biasa atau beban luar biasa yang terjadi karen kejadian atau transaksi yang 
bukan merupakan operasi biasa,tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan 
berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 
5. Laporan Arus Kas  
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, 
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama 
periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari 
penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum 
Negara/Daerah. 
b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum 
Negara/Daerah. 
6. Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
7. Catatan Atas Laporan Keuangan  
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 
angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, 
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. 
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Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan 
akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang 
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi 
Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan 
penyajian laporan keuangan secara wajar (Ritonga, 2010).  
Dari uraian di atas, perbedaan yang paling mendasar dari komponen laporan 
keuangan antara PP No 64 tahun 2005 dengan PP no 71 tahun 2010 terletak pada 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL) dan Laporan Operasional (LO). 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebenarnya bukan hal yang baru, sebab 
laporan ini, dulunya (ketika akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis kas) 
merupakan bagian dari laporan surplus / defisit. 
Namun dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah tetap 
menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan neraca dan laporan operasional 
menggunakan basis akrual (Hafiz Tanjung, 2012). Begitu juga yang diterapkan 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 
Dengan demikian,tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya 
untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan 
lebih transparan. Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan 
kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Negara yang menerapkan basis 
akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada manajernya bertanggungjawab atas 
seluruh biaya yang diproduksi, bukan hanya nilai kas yang dibayarkan.  
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2. Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual 
Pada penyusunan dan penerapannya standar akuntansi pemerintah berbasis 
akrual memang cukup memberi dilema tersendiri bahkan banyak tekanan dan 
tantangan yang terjadi. Namun demikian, akuntansi berbasis akrual di suatu 
organisasi pemerintahan memiliki beberapa manfaat yang diperoleh, yakni (Ichsan, 
tanpa tahun):  
1. Sebagai bentuk pelaksanaan konsep pusat pertanggungjawaban (responsibility 
center). 
2. Sebagai suatu peluang untuk menerapkan prinsip cost againts revenue. 
3. Sebagai suatu fondasi untuk melakukan perhitungan biaya produk atau 
pelayanan yang lebih baik. 
4. Sebagai suatu sarana penghitungan nilai subsidi yang lebih baik atas setiap 
produk dan/atau pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. 
5. Sebagai suatu bentuk analisis keekonomisan dan keefisienan pengelolaan 
keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik. 
6. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi keuangan serta 
kinerja organisasi pemerintah. 
7. Sebagai upaya meningkatkan kualitas standar analisis biaya (SAB) bukan lagi 
hanya sekadar standar analisis belanja (SABe). 
8. Sebagai suatu bantuan penerapan pendekatan anggaran kinerja (performance 
budget) dan mind term expenditure framework (MTEF) dalam penganggaran. 
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3.  Kendala Penerapan Basis Akrual 
Untuk konteks di Indonesia Ritonga (2010) mengatakan bahwa untuk 
mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan kondisi-kondisi yang 
mendukung, sekaligus menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini, adalah sebagai 
berikut: 
a. Dukungan SDM yang berkompeten dan professional dalam pengelolaan 
keuangan. 
b. Dukungan dari pemeriksa laporan keuangan, karena perubahan basis 
akuntansi akan mengubah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. 
Perubahan-perubahan yang terjadi harus melalui pertimbangan dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, proses baku penyusunan di dalam 
penyusunan suatu standar akuntansi, termasuk untuk menerapkan basis 
akuntansi, harus dilaksanakan dengan baik dan melibatkan semua pihak yang 
berkepentingan, agar standar yang dihasilkan lebih berkualitas. 
c. Tersedianya system teknologi informasi yang mampu mengakomodasi 
persyaratan-persyaratan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. 
d. Adanya system penganggaran berbasis akrual, karena jika anggaran 
pendapatan, belanja, dan pembiayaannya masih basis kas sedengkan 
realisasinya berbasis akrual, maka antara anggaran dan realisasinya tidak 
dapat dibandingkan. 
e. Dari kendala-kendala diatas memunculkan persyaratan, yaitu harus ada 
komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam 
26 
 
pemerintahan, karena upaya penerapan basis akrual memerlukan dana yang 
besar dan waktu yang panjang.  
Kemudian Bastian (2006) menambahkan, beberapa masalah aplikasi basis 
akrual yang dapat diidentifikasikan antara lain: 
a. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh 
individu yang mencatat. 
b. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai 
historis dan inflasi. 
c. Dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan 
prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya admnistrasi menjadi 
lebih mahal. 
d. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan. 
4. Strategi Penerapan SAP Akrual 
Untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual agar sesuai 
dengan batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010, maka diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu 
pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, 
KSAP mencoba untuk menyusun rencana strategi penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual. Strategi penerapan Standar Akuntansi Pmerintahan 
Berbasis Akrual dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.2 
Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual 
 
Tahun Agenda 
2010 1. Penerbitan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 
2. Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual 
3. Sosialisasi SAP berbasis akrual 
2011 1. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi 
2. Pengembangan system akuntansi dan TI bagian pertama (proses 
bisnis dan detail requirement ) 
3. Pengembangan kapasitas SDM 
2012 1. Pengembangan system akuntansi dan TI (lanjutan) 
2. Pengembangan Kapasitas SDM (lanjutan) 
2013 1. Piloting Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara 
2. Review, evaluasi dan penyempurnaan system 
3. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) 
2014 1. Parallel rundan konsolidasi seluruh LK 
2. Review, evaluasi dan penyempurnaan system 
3. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) 
2015 1. Implementasi Penuh 
2. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) 
Sumber: KSAP 2011. 
Peluang yang Dimiliki Modul gambaran umum akuntansi berbasis akrual 
yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia (2014) mengatakan 
bahwa dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pemerintah memiliki peluang 
antara lain sebagai berikut: 
a. Amanat UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004 serta rekomendasi BPK dalam 
penerapan akuntansi berbasis akrual; 
b. Komitmen yang tinggi dari pimpinan penyelenggaran negara; 
c. Pengalaman dalam mengembangkan dan menyusun sistem akuntansi dan 
aplikasi laporan keuangan berbasis Kas Menuju Akrual; 
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d. Pengalaman dalam menyiapkan SDM bidang akuntansi dan pelaporan 
keuangan melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 
(PPAKP); 
e. Tersedianya SDM dalam jumlah yang cukup yang memahami akuntansi 
berbasis Kas Menuju Akrual; 
f. Tersedianya lulusan STAN dan lulusan perguruan tinggi lainnya di Indonesia 
yang dapat direkrut sebagai SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; 
g. Pengalaman Kementerian Keuangan dalam pembinaan dan penyebarluasan 
bidang akuntansi dan keuangan kepada seluruh kementerian negara/lembaga; 
h. Dapat dimanfaatkannya dukungan dari BPKP dalam melakukan reviu dan 
pendampingan penyusunan laporan keuangan; 
i. Lebih efektifnya pengambilan keputusan yang telah mendapatkan informasi 
yang lebih komprehensif; 
j. Adanya komitmen bantuan dan dukungan dari negara-negara sahabat dan 
lembaga internasional, seperti dari Australia melalui program GPF-AIP dan 
Bank Dunia. 
2.2. Hasil yang relevan 
1. Rahayu (2014) dengan judul Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 
SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual di Jombang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pengelolaan 
Keuangan berasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010  pada DPPKAD pada 
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Pemerintahan Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan adalah kualitatif 
interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesiapan pemerintah 
Kabupaten Jombang dalam implementasi SAP berbasis akrual merupakan 
refleksi dari suatu formalitas.  
2. Alexander (2015) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada 
Pemerintahan Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui 
penyajian laporan keuangan dan kesiapan Pemerintah Kota Bitung berdasar 
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual. Metode yang 
digunakan adalah studi lapangan. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa 
Pemkot Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan 
laporan keuangannya masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA 
(Cash Toward Acrual) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akrual. 
3. Manangkalangi (2013) Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah 
Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui 
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara 
sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Metode yaitu Analisis 
Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan Tahun anggaran 2011 pemerintah 
sulawesi utara sesuai dengan SAP tahun 2005 dan telah berpedoman pada 
Permen. 13 tahun 2006. Na-mun dalam LRA dan LAK masih menggunakan 
Kepmendagri No 29 tahun 2002. 
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4. Rintiani (2014) Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Tujuan 
dari penelitian Bagaimana penerapan PP No. 71 Tahun 2010 pada Laporan 
Keuangan Daerah Pemerintah. Metode yang digunakan yaitu Analisis 
Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2013 diketahui bahwa Kota 
Surabaya belum sepenuhnya menerapkan standar penyusunan laporan 
keuangan yang telah diatur pada PP nomor 71 tahun 2010.   
5. Damayanti (2012) dengan judul Analisis Implementasi Basis Akrual pada 
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Cash Toward Accrual Tahun 
Anggaran 2007-2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penerapan konsep akrual dalam proses penyusunan laporan keuangan dan 
mengkaji kelemahan pemerintah kota Bekasi dengan basis CTA. Metode yang 
digunakan adala deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjuukan bahwa 
masih terdapat beberapa penyajian pospos akrual tersebut yang belum 
memadai, dikarenakan oleh kurangnya peraturan teknis yang detail, dan 
ketidaksiapan Pemkot Bekasi untuk melaksanakannya. 
6. Ningtyas (2015) dengan judul Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010  Pada Dinas Energi danSumber Daya Mineral Provinsi 
Sulawesi Utara. Hasil dari pnelitian tersebut menunjukkan bahwa Penyajian 
laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi 
Utara Tahun Anggaran 2013 belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 
tetapi telah berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2005 karena telah 
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menggunakan aplikasi SIMDA dimana sistem pencatatannya masih berbasis 
kas menuju akrual sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005. 
7. Penelitian yang dilakukan oleh ayu (2014) yang berjudul Analisis Penerapan 
PP. NO. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas 
Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. Hasil 
penelitian tersebut menyatakan bahwa DPPKAD Kota Kotamobagu dalam 
penyajian laporan keuangannya belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 
tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 dan telah berpedoman pada 
Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan hasil selanjutnya DPPKAD Kota 
Kotamobagu selaku SKPD tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena 
Laporan ini hanya akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah 
yang dibuat oleh SKPKD. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan investasi 
yang hanya dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dengan SKPD. 
8. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2015) yang berjudul Evaluasi 
Penerapan Pp No 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual: Studi Kasus di Pemda Nganjuk, hasil penelitian tersebut menyatakan 
bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk 
belum sepenuhnya menerapkan PP 71/2010 berbasis akrual. Dalam menyusun 
LKPD, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akuntansi kas menuju 
akrual (Lampiran II PP 71/2010). Dan perlakuan akuntansi pada LKPD Kab. 
Nganjuk terkait penerapan PP 71/2010 basis akrual telah sesuai untuk 
pengakuan, penilaian dan penyajian pos-pos dalam neraca, kecuali 
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pengukuran piutang yang tidak mencatat nilai piutang sebesar nilai nominal, 
melainkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. 
9. Penelitian yang dilakukan oleh Paula (2016) yang berjudul tentag Penyajian 
Laporan keuangan Daerah Sesuai Peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan 
Dinas Sosial Provinsi Sulut. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 
Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi 
Sulawesi Utara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. Dan dalam tahun anggaran 2015 Dinas Sosial Provinsi 
Sulawesi Utara penyajian laporan keuangannya belum menerapkan Peraturan 
Pemerintah No.71 Tahun 2010 serta masih menerapkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2005.  
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Desain Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (field research) 
yaitu penelitian yang setiap datanya diperoleh secara langsung pada objek penelitian 
(Mardialis, 2003). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi 
penerapan Standar Aakuntansi pemerintahan Berbasis Akrual pada Kabupaten 
Karanganyar. 
3.2 Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti 
(Arikunto, 2006). Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang 
Akuntansi dan Kasubid Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keungan pada Kantor 
Badan Keuangan Daerah, yang beralamat di Jl. KH Wachid Hasyim No 2 
Karanganyar Telp. 0271-49., Karanganyar. Sedangkan informan adalah orang-orang 
yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi situasi dan kondisi latar penelitian 
(Moleong, 2005). Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Akuntansi dan 
Kasubid Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang berkaitan dengan 
pembuatan dan penyusunan laporan keuangan. 
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3.3  Teknik Pengumpulan Data 
1.  Observasi 
Pengertian observasi menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa observasi 
adalah peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian terhadap 
penerapan SAP Berbasis akrual pada penyajian laporan keuangn pemerintah pada 
Kantor Badan Keuangan Daerah. 
2.  Wawancara 
Sugiyono (2009) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 
suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang 
lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena 
yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi. 
Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat 
kompleks, sensitif atau kontroversial, sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan 
teknik kuisioner akan kurang memperoleh tanggapan responden. Hasil wawancara 
selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian. 
Dalam penelitian evaluai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual, peneliti akan berperan penuh sebagai observer dan pewawancara. 
Peneliti akan mencatat semua kejadian dan data, serta informasi dari informan yang 
selanjutnya digunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.  
Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam, buku 
catatan dan kamera. Alat perekam ini digunakan untuk bahan cross check apabila 
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pada saat menganalisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat 
dicatat oleh peneliti.Kamera digunakan untuk memotret kegiatan wawancara yang 
dilakukan oleh peneliti.Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan 
penelitian. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data langsung 
dari tempat penelitian yang berupa, faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, 
memo atau dalam bentuk laporan program (Indriatoro dan Supomo, 1999). 
Sedangkan Menurut Basrowi dan Suwandi (2008), dokumentasi adalah suatu cara 
pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan 
bukan merupakan suatu perkiraan. 
Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 
dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini juga merupakan suatu proses 
untuk memperoleh data-data yang terkait dengan evaluasi penerapan SAP Berbasis 
Akrual pada Kantor Badan Keuangan Daerah di Kab. Karanganyar. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli 
(tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek, hasil 
observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian (Indriantoro dan 
Supomo, 2002). Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan staf 
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bagian Akuntansi dan staf bagian Keuangan pada Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data penelitian atau informasi yang diperoleh secara 
tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, 
catatan, atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip. Dengan kata lain data 
sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh 
dan dicatat dari pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data sekunder dalam 
penelitian ini berupa gambaran umum mengenai pemerintah Kabupaten Karanganyar, 
serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 
3.4  Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 
penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2009) 
Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014), mengemukakan bahwa 
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan 
datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian 
data dan kesimpulan: penarikan/ verifikasi. 
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Penjelasan masing-masing tahapan diatas adalah sebagai berikut : 
1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 
adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.  
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 
penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran 
yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk 
mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. 
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 
memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafis 
sehingga data dapat dikuasai. 
4. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, 
maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan 
mancari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari 
data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan 
keputusan didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan 
jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 
Keempat tahapan tersebut saling mempengaruhi dan terkait antara satu dan 
yang lainnya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode 
pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan 
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menggunakan pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif merupakan suatu teknik 
menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan 
perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, 
sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan 
sebenarnya. 
Gambar 3.1 
Skema Teknik Analisi Data Kualitatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Miles and Huberman 1984 
Langkah-langkah analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data 
melalui pengamatan, wawancara dengan para informan dilengkapi dengan dokumen 
yang ada kemudian penulis melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Analisis 
ini dilakukan dengan klarifikasi, melakukan wawancarakemudian data-data yang 
Pengumpulan    
Data 
Reduksi Data 
 
Penyajian Data 
 
Kesimpulan: 
penarikan/ verifikasi 
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diperoleh ditelaah dengan disertai alasan-alasan yang logis dan relevan, sehingga 
tetap mengacu pada referensi-referensi yang digunakan. 
Setelah menelah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang 
dilakukan degan jalan membuat abstraksi.Abstraksi merupakan usaha membuat 
rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga 
tetap berada di dalamnya. 
Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan.Satuan-satuan ini 
kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori ini dilakukan 
sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisa data ini adalah mengadakan 
pemeriksaan keabsahan data.Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran 
data dalam mengolah data hasil sementara menjadi teori substantif dengan 
menggunakan beberapa metode tertentu. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif yaitu dengan 
cara mendeskripsikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada pada pemerintah Kabupaten Karanganyar yang meliputi fungsi yang terkait, 
dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan serta prosedur dan ketentuan dalam 
penerapan SAP Akrual tersebut. Kemudian apakah spenerapan SAP Akrual pada 
pemerintah Ka bupaten Karanganyar sudah sesuai dengan teori pada peraturan 
pemerintah No 17 Tahun 2010. 
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3.5  Uji Validitas dan Reliabilitas Data 
Validitas merupakan tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 
penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti.Reliabilitas 
(dependability) adalah tingkat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Sedangkan 
obyektifitas (confirmability) berkaitan dengan tingkat kesepakatan atau interpersonal 
agreement antar banyak orang terhadap suatu data (Mardiasmo, 2002). 
Validitas dibagi menjadi dua macam yaitu validitas internal (credibility) dan 
validitas eksternal (transferability). Validitas internal berkaitan dengan tingkat 
akurasi dari desain penelitian dengan hasil yang dicapai oleh peneliti. Sedangkan 
validitas eksternal merupakan tingkat akurasi apakah hasil penelitian dapat 
digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. 
Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable yang 
diuji validitas dan reliabilitasnya adalah datanya. Penelitian kualitatif lebih 
menekankan pada aspek validitasnya (Mardiasmo, 2002). 
Menurut Bungin (2008) salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji 
keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, 
teori dan sumber data : 
1. Triangulasi Kejujuran Peneliti 
Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan 
merekam data oleh peneliti di lapangan, seringkali sadar atau tanpa sadar melakukan 
tindakan-tindakan yang merusak kejujurannya ketika pengumpulan data, atau terlalu 
melepaskan subjektivitasnya bahkan kadang tanpa kontrol, ia melakukan rekaman-
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rekaman yang salah terhadap data di lapangan. Melihat kemungkinan-kemungkinan 
ini, maka perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti yaitu dengan meminta bantuan 
peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data 
yang sama di lapangan. 
2. Triangulasi dengan Sumber Data  
Untuk mendapatkan kebenaran data informasi dari sumber yang berbeda, 
misalnya selain melalui wawancara dan observasi peneliti bisa menggunakan 
observasi terlibat (participant observation) seperti document tertulis, arsip, dokumen 
sejarah, catatatan resmi, dan lain sebagainya. 
Triangulasi sumber data juga memeberi kesempatan untuk dilakukannya hal-
hal sebagai berikut:  
a.  Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden 
b. Mengoreksi kekeliruan oleh sumber data,  
c. Menyediakan tambahan informasi secara sukarela 
d.  Memasukkan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan 
untuk megikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data  
e.  Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan. 
3.  Triangulasi dengan Metode 
 Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan 
metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview 
sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi 
42 
 
yang diberikan ketika di-interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji 
sumber data, apakah sumber data ketika di-interview dan diobservasi akan 
memberikanin formasi yang sama atau berbeda, apabila berbeda maka peneliti harus 
dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data 
dengan metode yang berbeda.  
4. Triangulasi dengan Teori 
Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan 
yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Hasil 
akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. 
Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan 
untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang 
dihasilkan. 
Uji reliabilitas atau dependability dilakukan dengan mengaudit keseluruhan 
proses penelitian. Caranya yaitu dilakukan oleh auditor yang independen, atau 
pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan 
penelitian. Dalam penelitian ini, pihak yang akan mengaudit adalah pembimbing 
skripsi peneliti 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1.  Gambaran Umum 
4.1.1. Deskripsi Data  
Rabu, 21 Juni 2017 sebelum melakukan penelitian, peneliti datang ke 
kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dengan 
membawa surat ijin penelitian dari kampus untuk meminta ijin melakukan 
penelitian di Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan lokasi di Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Kranganyar. Setelah mendapat surat ijin dari Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, saya selanjutnya ke kantor 
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar untuk 
menyerahkan surat tembusan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Karanganyar.  
Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang didapat berupa data primer 
dan data sekunder yang berasal dari hasil wawancara dan data laporan Keuangan 
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016. Wawancara dilakukan di Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Bapak Ferri, selaku Kepala 
Bidang Akuntansi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar  dan Ibu 
Sekar, selaku Kasubid Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan di Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Karanganayar.  
Kamis, 22 Juni 2017 peneliti datang ke BKD Kabupaten 
Karanganyardengan membawa surat ijin dari Badan Perencanaan Penelitian dan 
Pengembangan Kabupaten Karanganyar. Pertama Peneliti datang kebagian 
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Kasubag Umum dan Kepegawaian, menemui Bapak Anshori di BKD Kabupaten 
Karanganyaruntuk menjelaskan tujuan wawancara yang akan saya lakukan. 
Kemudian peneliti diantar kebagian Akuntansi untuk melakukan Wawancara 
kepada informan tersebut. 
Wawancara dilakukan selama 4 kali, dimulai dari tanggal 22 Juni 2017, 5 
Juli 2017, 10 Juli 2017 dan tanggal 25 Juli 2017. Wawancara dilakukan dengan 2 
orang informan yaitu dengan Kepala bidang Akuntansi dan Kasubid Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan pada kantor Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 
4.2.  Hasil Analisis Data 
 Hasil analisis data dan pengamatan yang dilakukan peneliti dilapangan 
adalah sebagai berikut : 
4.2.1  Analisis Makna Basis Akrual dalam Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar: Kompleksitas Laporan Keuangan  
 Akuntansi keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar merupakan 
bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua 
transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah 
adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya 
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
tersebut.  
Di Pemda Kabupaten Karanganyar yang bertindak sebagai Kantor Pusat 
adalah Badan Keuangan Daerahdan yang bertindak sebagai Kantor Cabang adalah 
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SKPD. Pemerintah Kabupaten Karanganyar (dalam hal ini BKD) melakukan 
pelaporan keuangan satu tahun sekali yang diterbitkan paling lambat tanggal 10 
Januari. BKD membentuk tim laporan keuangan dari bidang akuntansi sebagai 
tim konsolidasi.  
Data yang dikumpulkan peneliti melalui wawancara dengan dua informan, 
yaitu Bapak Ferri, selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Ibu Sekar selaku Kasubid 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan Keuangan Daerah 
menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar telah menerapkan SAP dengan 
basis Akrual sejak tahun 2015, sesuai dengan aturan dalam perundang-udangan. 
Dimana sebelum menggunakan SAP Akrual mereka hanya menyajikan 5 
komponen laporan keuangan setelah menerapkan SAP Akrual Kabupaten 
Karanganyar telah menyajikan 7 komponen laporan keuangan ssuai dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Tujuh komponen laporan yang dimaksud yaitu: laporan realisasi anggaran 
(LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), neraca, laporan 
operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan 
catatan atas laporan keuangan (CaLK). Dimana Kabupaten Karanganyar telah 
mematuhi paraturan pemerintah yang disebutkan dalan Nomor 71 tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 
Untuk manfaatnya sendiri seharusnya dengan diterapkannya SAP berbasis 
akrual, menjadikan laporan keuangan daerah maupun pusat menjadi lebih 
informatif. Namun berbeda dengan pendapat yang dijelaskan oleh Bapak Feri dan 
Ibu Sekar, mereka berpendapat, dengan penerapan SAP Akrual itu sendiri mereka 
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merasa belum bisa merasakan manfaat yang berarti dari penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tersebut. Selain komponen laporan yang 
lebih banyak, mereka juga berpendapat bahwa proses pencatatannya juga lebih 
ribet dibandingkan dengan SAP yang digunakan sebelumnya. 
Sedangkan mengenai kendala terhadap penerapan SAP berbasis akrual 
Bapak Ferri mengatakan bahwa dalam penerapan SAP Akrual yang menjadi 
kendala salah satunya adalah minimnya SDM yang berlatar pendidikan dari 
Akuntansi. Karena memang dalam Pemda Karanganyar banyak pegawai yang 
berlatar belakang selain dari bidang akuntansi. Itu merupakan salah satu yang 
menjadi kendala dalam pergantian SAP dalam Kabupaten Karanganyar, karena 
Bapak Ferri, selaku ketua di bidang akuntansi awalnya merasa kesulitan ketika 
harus mengajari mereka yang bukan dari bidang akuntansi untuk berakuntansi 
dengan benar.  
Kendala lain yang disampaikan oleh Ibu Sekar, yaitu masalah terkait 
dengan sistem aplikasi yang digunakan dalam pencatatan laporan keuangan. 
Adanya pergantian SAP yang digunakan dalam pemerintahan, maka aplikasinya 
juga diganti sesuai kebutuhan, namum yang terjadi aplikasi tersebut sering 
mengalami error ketika di upgrade. Kendala yang disampaikan oleh informan 
tersebut menjadi, masalah diawal pergantian SAP di Kabupaten Karanganyar. 
Karena proses pencatatan penganggaran hingga pelaporan menggunakan sistem 
aplikasi. Sehingga ketika aplikasi masih suka error, akan menghambat proses 
pencatatan transaksi. 
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Mengenai sarana yang disediakan oleh instansi terkait penerapan SAP 
Akrual, mereka mengatakan dengan adanya penggunaan aplikasi SIMDA, aplikasi 
tersebut digunakan dari penganggaran sampai kepelaporan, meski aplikasi 
tersebut masih sering mengalami gangguan. Tetapi diunggakapkan lanjut oleh 
mereka bahwa di Pemda Karanganyar sering mengadakan BIMTEK untuk 
pelatihan aplikasi, juga pelatihan untuk teorinya. Dan juga sarana yang paling 
utama bagi mereka yaitu dengan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan. 
Menurut hal tersebut sangat dibutuhkan dalam penerapan SAP Akrual. 
Untuk opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan 
daerah, Kabupaten Karanganyar medapat opini Wajar Tanpa Pengecualian 2 kali 
berturut-turut dari tahun 2015 dan 2016 (bkd.karanganyarkab.go.id). Dimana 
ditahun tersebut Kabupaten Karanganyar telah menerapkan SAP Akrual, dapat 
dikatakan bahwa Kabupaten Karanganyar telah berhasil dalam 
pengimplementasian basis akrual. Kemudian pendapat Bapak Ferri dan Ibu Sekar 
mengenai LKPD Kabupaten Karanganyar yang mendapat Opini WTP mereka 
mengungkapkan memang keberhasilan tersebut merupakan kerja kerasa semua 
pihak dari Pemda Karanganyar. 
Keberhasilan Kabupaten Karanganyar tak lepas dari adanya strategi yang 
dilakukan oleh Pemda Kabupaten Karanganyar sendiri, Ibu Ferri mengungkapkan 
untuk strategi yang digunakan adalah dengan membuat regulasi, dimana 
Kabupaten Karanganyar telah mempunyai Perbup sejak tahun 2014 an diganti 
dengan PERBUP 89 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. 
Selain itu Pemda Karanganyar juga sering mengadakan pelatihan BIMTEK. 
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Ditambahkan oleh Ibu Sekar hal yang paling penting dari keberhasilan penerapan 
SAP Akrual adalah dengan adanya komitmen yang baik dari pimpinan. 
Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual 
dilakukan hanya sebagai wujud kepatuhan kepada peraturan, seolah-olah hanya 
sekedar mengikuti format dan alurya hanya sekedar untuk menggugurkan 
kewajiban. Namun demikian, persiapan strategi tersebut yang dilakukan dalam 
rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada 
pemerintah Kabupaten Karanganyar berjalan dengan baik dan sesuai dengan 
pentahapan implementasi SAP berbasis akrual  pada pemerintah daerah versi 
KSAP. 
4.2.2 Analisis Perlakuan Akuntansi pada LKPD Kabupaten Karanganyar 
Tahun Anggaran 2016 Terkait Penerapan PP 71/2010 Basis Akrual : 
Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan dalam penerapan 
SAP Akrual. 
  Peneliti akan menjelaskan hasil wawancara dari Bapak Feri , selaku 
Kepala Bidang Akuntansi dan Ibu Sekar, selaku Kasubid Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Karanganyar mengenai perlakuan akuntansi pada laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar terkait dengan pengakuan dan pengukuran laporan 
keuangan tahun anggaran 2016 dalam penerapan SAP Akrual pada Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar.  
  Untuk analisis pengakuan dalam pencatatan laporan keuangan Kabupaten 
Karanganyar, peneliti menganalisis bagaimana proses penetapan terpenuhinya 
kriteria pencatatan suatu kejadian dalam catatan akuntansi yang melengkapi unsur 
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pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO, aset, kewajiban, ekuitas, belanja, 
pembiayaan, dan beban yang akan termuat pada laporan keuangan pada 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar.Sedangkan untuk pengukuran sendiri peneliti 
akan menjelaskan hasil dari penjelasan kedua informan proses penetapan nilai 
uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan 
Pemda Karanganyar. 
1. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Untuk pencatatan pendapatan-LRA pada laporan keuangan Kabupaten 
Karanganyar disusun dengan menggunakan basis kas, sementara itu pencatatn 
pendapatan-LO disusun dengan menggunakan basis akrual, demikian yang 
dijelaskan oleh Bapak Ferri. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa 
untuk pengakuan dan pengukuran dalam pencatatan pendapatan-LRA dan 
pendapatan-LO, Kabupaten Karanganyar telah mencatat sesuai dengan aturan 
yang dituliskan dalam PSAP. 
Dari penjelasan beliau, bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas 
diterima, baik kas itu diterima di kasda BANK JATENG maupun kas diterima di 
Bendahara, meskipun kas diterima di bendahara telah diakui sebagai pendapatan. 
Sedangkan untuk pendapatan-LO, beliau menyampaikan bahwa ketika Pemda 
Karangnyar mempunyai hak.  
Untuk praktek pencatatan pendapatan-LO, pada saat pemerintah 
menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pajak (SKPP). Dalam basis kas, saat 
terbitnya SKPP tersebut belum diakui sebagai pendapatan, karena pemerintah 
belum menerima kas. Namun, dalam basis akrual, terbitnya SKPP tersebut oleh 
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pemerintah sudah diakui sebagai pendapatan yang masih harus diterima, karena 
pemerintah belum menerima kas atas pendapatan pajak tersebut. 
Contoh lain yang diungkapkan Bapak Ferri, misalkan pada tanggal 30 
Oktober 20X2 ada sebuah perjanjian untuk sewa GOR, 1 tahunnya Rp. 
12.000.000,-, maka saat terjadi perjanjian tersebut sudah dicatat sebagai 
pendapatan, meski uangnya belum diterima, namun Pemda Karanganyar telah 
mengakuinya sebagai pendapatan. Menurut Bapak Ferri, Kabupaten Karanganyar 
telah mencatat semua transaksi sesuai dengan PSAP basis Akrual. Baik itu untuk 
pencatatan pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO daerah Kabupaten 
Karanganyar. 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sekar mengenai pengakuan dan 
pengukuran pendapatan-LRA dan pendapatan-LO pada Kabupaten Karanganyar. 
Beliau menjelaskan aturan yang dipakai dalam Pemda Karanganyar terkait hal 
tersebut, dimana dalam mengakui pendapatan-LRA  diakui pada saat kas diterima, 
baik diteima di Kasda maupun dibendahara. Sedangkan untuk pendapatan-LO 
menurut beliau diakui pada saat daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai 
sumber, meskipun uangnya belum sampai Kasda ataupun bendahara, menurut Ibu 
sekar hal tersebut sudah diakui sebagai Pendapatan. 
Pada tanggal 31 Desember 20X2 terdapat SKP yang telah dikirimkan ke 
pengusaha restoran dan hotel namun belum diterima pelunasannya. Sebesar 
350.000.000. Transaksi tersebut sudah diakui sebagai pendapatan yang masih 
harus diterima atau hal tersebut biasa disebut dengan piutang, dimana dituliskan 
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dalam jurnal finansial, piutang pendapatan sebesar Rp. 350.000.000,- di debit, dan 
pendapatan pajak-LO berada di kredit sebesar Rp. 350.000.000.  
Sedangkan untuk pengukurannya jawaban yang sama diungkapkan oleh 
Bapak Ferri dan Ibu Sekar, ketika diberikan pertanyaan yang sama mengenai 
pengukuran pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO, mereka menjelaskan untuk 
pengukuran pendapatan-LRA dan pendapatan-LO sama dengan di PSAP dimana 
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan 
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 
pengeluaran). 
2. Pengakuan dan Pengukuran Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar 
Bapak Feri menjelaskan terlebih dahulu kepada peneliti mengenai apa 
yang dimaksud dengan belanja, beliau menekankan bahwa belanja dengan beban 
adalah hal yang berbeda. Menurut beliau belanja adalah semua pengeluaran dari 
Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo 
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.Beliau 
menyampaikan terlebih dahulu kepada peneliti untuk memastikan peneliti benar-
benar sudah mengetahui bedanya belanja daerah dengan beban daerah.  
Beliau menjelaskan bahwa belanja daerah Kabupaten Karanganyar 
menggunakan basis kas. Pada Pemda Karanganyar belanja diakui pada saat uang 
keluar dari Kasda. Menurutnya hal tersebut sudah sesuai dengan PSAP, jika 
belanja memakai basis kas kas, berbeda dengan beban daerah Kabupaten 
Karanganyar yang menggunakan basis akrual.Menurut Bapak Ferri kalau di 
akuntansi komersil ada biaya sedangkan kalau di akuntansi pemerintahan hanya 
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mengenal belanja daerah dan beban daerah. Itu merupakan perbedaan yang 
mendasar di akuntansi pemerintahan dengan akuntasi komersil menurut beliau.  
Bapak Ferri menambahkan bahwa pengeluaran untuk belanja adapat 
dilakukan dengan 2 cara, secara langsung dikeluarkan oleh Bendahara Umum 
Negara/Daerah dan melalui Bendahara pengeluaran. Jika pengeluaran dilakukan 
dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah, maka belanja diakui pada saat 
terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, sedangkan jika 
pengeluaran melalui bendahara pengeluaran maka pengakuan belanja dilakukan 
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang 
mempunyai fungsi perbendaharaan. 
 Sedangkan menurut Ibu Sekar bahwa belanjadiakui pada saat terjadinya 
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Beliau mejelakan untuk setiap 
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, tapi kalu terbit dari bendahara 
pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas 
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan 
dengan terbitnya SP2D GU. 
Untuk pengukurannya Bapak Ferri dan Ibu Sekar mejelaskan bahwa 
Pengukuran belanja berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal 
yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.  
 
3. Pengakuan dan Pengukuran Beban Daerah Kabupaten Karanganyar 
Seperti yang disampaiakan oleh Bapak Ferri diatas bahwa beban daerah 
Kabupaten Karanganyar memakai basis akrual, beban diakui ketika timbulnya 
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kewajiban,  terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi 
atau potensi jasa. Beliau memberikan contoh, misalkan Pada 2 Juni  20X2 dibayar 
beban barang (pembelian ATK) 30.000.000. Pada 31 Desember masih ada 
persediaan 2.000.000, maka jurnal penyesuaian per 31 Desember, beban barang 
sebesar Rp. 2.000.000 berada didebit dan persediaan sebesar Rp. 2.000.000 berada 
dikredit. 
Sedangkan penjelasan dari Ibu Sekar, beliau menjelaskan hal yang sama 
dengan Bapak Ferri mengenai pengukuran beban daerah, dimana beban diakui 
pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya 
penurunan manfaat ekonomi, menurutnya itu sudah sesuai dengan PSAP. 
Sesuai pernyataan dari Bapak Ferri untuk beban penyusutan sendiri ada 
tiga metode yang bisa dilakukan, yaitu : Metode garis lurus, metode saldo 
menurun ganda dan metode unit produksi. Bapak ferri menjelaskan bahwa untuk 
metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, menurut beliau 
karena ada pilihan untuk memakai metode yang mana, neliau menuturkan 
memilih metode garis lurus karena dinilai paling mudah diantara yang lain. 
Menurut ibu Sekar untuk pengukurannya sendiri beban diukur dengan 
harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, 
konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.Beban diukur 
dengan menggunakan mata uang rupiah. Dan menaksir nilai wajar barang/jasa 
tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga 
perolehannya. Menurut beliau penyusutan adalah alokasi biaya atas penggunaan 
aset tetap. 
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Untuk contohnya sendiri, beliau mengilustrasikan misalkan pada tanggal 2 
Juni  20X2 dibeli peralatan sebesar 50.000.000. Pada 31 Desember beban 
depresiasi 5.000.000, atas beralatan maka jurnal penyusutan per 31 Desember 
yaitubeban penyusutan sebesar Rp. 5.000.000,- di debet dan Akumulasi 
penyusutan sebesar Rp. 5.000.000,- di kredit.  
4. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Ketika ditanyakan mengenai bagaimana pengakuan dan pengukuran 
pembiayaan di Pemerintah Kabupaten Karanganyar, awalnya Bapak Ferrimerasa 
sedikit bingung, beliau mengungkapkan bahwa untuk pembiayaan di Kabupaten 
Karanganyar memang jarang. Setelah membuka peraturan Bupati, beliau langsung 
bisa menjelaskan dengan lantang mengenai pengeluaran pembiayaan dan 
penerimaan pembiayaan. Beliau menegaskan untuk pembiayaan mengguanakan 
basis kas. Jadi menurut beliau penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang 
diterima kas daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui ketika uang keluas dari 
kas daerah 
Beliau menambahkan Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal 
dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain 
digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman 
kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Beliau menegaskan 
untuk pembiayaan  
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sekar, bahwa untuk pembiayaan 
itu ada 2, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dimana 
untuk penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Kasda. Menurut 
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juga sama bahwa pembiayaan itu menggunakan basis kas. Sedangkan untuk 
pengeluarannyaketika uang keluar dari Kasda. Untuk pengukurannya menurut Ibu 
Sekar dan Bapak Ferriberdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan 
pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. 
5. Pengakuan dan Pengukuran Aset Daerah Kabupaten Karanganyar 
Untuk pengungkapan dan pengukuran Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar, Bapak Ferri menjelaskan bahwa aset itu diakui pada saat  manfaat 
ekonomi itu sudah sudah menjadi hak milik dan lebih kuat apabila kepemilikan 
atau haknyaitu beralih atau berpindah. Menurut beliau untuk aset tetap yang dibeli 
akan dicatat sebagai aset dan kas yang dikeluarkan untuk membayar. Transaksi ini 
akan dicatat dalam LRA sebagai belanja modal. 
Beliau mencontohka nmisalkan Pihak ketiga, rekanan membuatkan jalan. 
Uangnya belum dibayar tapi jalan nya sudah diserah terimakan, tapi rekanan 
belum cair uangnya. Menurut Bapak Ferri peristiwa tersebut sudah dicatat sebagai 
aset tetap. Pada saat manfaat ekonomi atau penguasaannya berpindah. 
Beliau memberikan contoh lainnya pada tanggal 2 Juni  20X2 dibeli 
peralatan sebesar Rp. 50.000.000. maka untuk jurnal finansialnya, peralatan 
dituliskan sebesar 50.000.000 didebet, dan kas dikredit sebesar Rp. 50.000.000,-. 
Dan untuk jurnal anggarannya ditulis belanja modal sebesar Rp. 50.000.000 
didebit dan perubahan SAL sebesar Rp. 50.000.000 di kredit. 
Beliau mencontohkan lebih sederhana lagi, misalnya BPKB motor peneliti 
pindah ketangan beliau, meskipun BPKB nya atas nama peneliti, tapi menurut 
beliau sudah menjadi miliknya, karena sudah berpindah tangan. Karena menurut 
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penjelasan dari Bapak Ferri penguasaannya sudah berpindah, bukan 
kepemilikannya. Beliau menegaskan bahwa penguasaan sama kepemilikan itu 
berbeda.  
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sekar, beliau menjelaskan 
bahwa Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh 
pemerintah. Menurut beliau untuk bisa diakui sebagai aset tetap itu ada 
kriterianya, salah satunya punya manfaat lebih dari 12 bulan. 
Menurut Ibu Sekar untuk pengukurannya Kas dicatat sebesar nilai 
nominal, investasi jangka pendek dicatat sebesar  nilai perolehan, piutang dicatat 
sebesar nilai nominal dan persediaan dicatat sebagai biaya perolehan apabila 
diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan 
memproduksi sendiri dan Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya 
seperti donasi. 
6. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban Daerah Kabupaten Karanganyar 
Menurut Bapak Ferri kewajiban merupakan utang yang timbul dari 
peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber 
daya ekonomi pemerintah. Beliau menjelaskan kalau utang itu ada 2 macam. 
Yaitu utang jangka panjang sama utang jangka pendek. Pengakuan kewajiban 
menurut beliau yaitu diakui pada saat pinjaman diterima atau kewajiban timbul 
dan diukur dengan nilai nominal. Beliau menambahkan bahwa Kabupaten 
Karanganyar telah menaati peraturan pemerintah. 
Bapak Ferri mencontohkan misalkan pada 1 April 20X2 Kabupaten 
Karanganyar menerima utang dari Luar Negeri Rp. 5.000.000.000 untuk 
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pengembangan jaringan transportasi yang dapat menunjang industri. Maka 
pencatatan jurnal finansialnya yaitu kas didebit sebesar Rp. 5.000.000.000 dan 
utang sebesar Rp. 5.000.000.000 di kredit. Dan untuk jurnal anggarannya 
perubahan SAL di debit sebesar Rp. 5.000.000.000 dan penerimaan pembiayaan-
utang jangka panjang dikredit sebesar Rp. 5.000.000.000. 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sekar, beliau menjelaskan 
bahwa sederhananya dari pengakuan kewajiban itu diakui pada saat dana 
pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Dan diukur sebesar nilai 
nominal. 
7. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas Daerah Kabupaten Karanganyar 
Bapak Ferri menjelaskan bahwa menurutnya ekuitas sama halnya dengan 
nilai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan 
kewajiban. Itu yang disebut ekuitas menurut beliau. Untuk pengukuran sama 
pengakuannya, beliau menyatakan bahwa Kabupaten Karanganyar telah sama 
dengan PSAP. Bahwa ekuitas diakui berdasarkan saat pengakuan aset dan 
kewajiban. Dan Pengukuran Ekuitasberdasarkan pengukuran atas aset dan 
kewajiban. Kalau penyajiannya disajikan dalam Neraca dan dijelaskanrinciannya 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sekar, terkait dengan 
pengakuan dan pengukuran untuk Kewajiban Daerah pada Daerah Kabupaten 
Karanganyar, beliau memaparkan pernyataan yang sama bahwa pengakuan 
ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Dan pengukuran atas 
ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban. 
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4.2.3       Analisis Peyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Berdasarkan Peraturan Pemerintah    
                No. 71 Tahun 2016 
No Unsur PP No. 71 Tahun 2010 
Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 
2016 
Sama Berbeda 
Tidak 
Relevan 
                                                     LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
    
1.  Penyajian informasi 
realisasi pendapatan-
LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, 
dan pembiayaan. 
PSAP 02 paragraf 8 
Laporan realisasi anggaran 
menyajikan informasi realisasi 
pendapatan- LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, dan 
pembiayaan, yang masing-masing 
diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 
Laporan realisasi anggaran 
menyajikan informasi realisasi 
pendapatan- LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, dan 
pembiayaan, yang masing-masing 
diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 
 
 
 
  
  
2.  Penyajian informasi 
nama entitas, cakupan 
entitas, periode yang 
dicakup, mata uang 
pelaporan dan satuan 
angka yang digunakan.  
PSAP 02 paragraf 9 
Laporan realisasi anggaran harus 
diidentifikasikan secara jelas dan 
diulang pada setiap nomor halaman 
laporan, jika dianggap perlu, 
informasi berikut: 
a. Nama entitas atau sarana 
identifikasi lainnya; 
b. Cakupan entitas pelaporan 
c. Periode yang dicakup 
d. Mata uang pelaporan; dan  
e. Satuan angka yang digunakan. 
Laporan realisasi anggaran harus 
diidentifikasikan secara jelas dan 
diulang pada setiap nomor halaman 
laporan, jika dianggap perlu, 
informasi berikut: 
a. Nama entitas atau sarana 
identifikasi lainnya; 
b. Cakupan entitas pelaporan 
c. Periode yang dicakup 
d. Mata uang pelaporan; dan  
e. Satuan angka yang digunakan. 
 
 
 
 
 
  
  
3. Periode pelaporan PSAP 02 paragraf 10 
Penyajian realisasi anggaran  
Penyajian realisasi anggaran   
  
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  sekurang-kurangnya disajikan 
sekali dalam satahun. 
sekurang-kurangnya disajikan sekali 
dalam satahun. 
   
4.  Ketepatan waktu 
penyajian  
PSAP 02 paragraf 11 
Entitas menyajikan laporan 
realisasi anggaran selambat-
lambatnya 6 bulan setelah 
berakhirnya tahun anggaran. 
 
Entitas menyajikan laporan realisasi 
anggaran selambat-lambatnya 6 
bulan setelah berakhirnya tahun 
anggaran. 
 
 
 
  
  
5.  Penyajian informasi 
realisasi pendapatan-
LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, 
dan pembiayaan. 
PSAP 02 paragraf 12 
Laporan Realisasi Anggaran 
disajikan sedemikian rupa sehingga 
menonjolkan berbagai unsur 
pendapatan, belanja, transfer, 
surplus/defisit, dan pembiayaan 
yang diperlukan untuk penyajian 
yang wajar. LRA menyandingkan 
realisasi pendapatan-LRA, belanja, 
transfer,  surplus/defisit-LRA, dan 
pembiayaan dengan anggarannya. 
Laporan Realisasi Anggaran 
dijelaskan lebih lanjut dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan 
yang memuat hal-hal yang 
mempengaruhi pelaksanaan 
anggaran seperti kebijakan fiskal 
dan moneter, sebab-sebab 
terjadinya perbedaan yang material 
antara anggaran dan realisasinya,  
Laporan Realisasi Anggaran 
disajikan sedemikian rupa sehingga 
menonjolkan berbagai unsur 
pendapatan, belanja, transfer, 
surplus/defisit, dan pembiayaan yang 
diperlukan untuk penyajian yang 
wajar. Laporan Realisasi Anggaran 
menyandingkan realisasi 
pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan 
dengan anggarannya. Laporan 
Realisasi Anggaran dijelaskan lebih 
lanjut dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan yang memuat hal-hal yang 
mempengaruhi pelaksanaan 
anggaran seperti kebijakan fiskal dan 
moneter, sebab-sebab terjadinya 
perbedaan yang material antara 
anggaran dan realisasinya, serta 
daftar-daftar yang merinci lebih  
 
 
 
 
  
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  serta daftar-daftar yang merinci 
lebih lanjut angka-angka yang 
dianggap perlu untuk dijelaskan. 
lanjut angka-angka yang dianggap 
perlu untuk dijelaskan. 
   
6. Penyajian pos-pos 
dalam laporan realisasi 
anggaran. 
PSAP 02 paragraf 13 
Pos-pos yang harus disajikan dalam 
laporan realisasi anggaran meliputi 
Pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, penerimaan 
pembiayaan, pengeluaran 
pembiayaan, pembiayaan neto dan 
sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran (SiLPA / SiKPA). 
Pos-pos yang disajikan dalam 
laporan realisasi anggaran meliputi 
Pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, penerimaan 
pembiayaan, pengeluaran 
pembiayaan, pembiayaan neto dan 
sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran (SiLPA / SiKPA). 
 
 
  
  
7. Penyajian klasifikasi 
pendapatan. 
PSAP 02 paragraf 16 
Entitas pelaporan menyajikan 
klasifikasi pendapatan menurut 
jenis pendapatan-LRA dalam 
Laporan Realisasi Anggaran, dan 
rincian lebih lanjut jenis 
pendapatan disajikan pada Catatan 
atas Laporan Keuangan. 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
menyajikan klasifikasi pendapatan 
menurut jenis pendapatan-LRA 
dalam Laporan Realisasi Anggaran, 
dan rincian lebih lanjut jenis 
pendapatan disajikan pada Catatan 
atas Laporan Keuangan. 
 
 
  
  
8. Penyajian klasifikasi 
belanja 
PSAP 02 paragraf 17 
Entitas pelaporan menyajikan 
klasifikasi belanja menurut jenis 
belanja dalam  Laporan Realisasi 
Anggaran. Klasifikasi belanja 
menurut organisasi disajikan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran atau di 
Catatan atas Laporan Keuangan.  
Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
menyajikan klasifikasi belanja 
menurut jenis belanja dalam  
Laporan Realisasi Anggaran. 
Klasifikasi belanja menurut 
organisasi disajikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran atau di Catatan 
atas Laporan Keuangan. Klasifikasi  
 
 
  
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  Klasifikasi belanja menurut fungsi 
disajikan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. 
belanja menurut fungsi disajikan 
dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
   
9. Penyelenggaraan 
akuntansi anggaran 
PSAP 02 paragraf 19-20 
Akuntansi anggaran 
diselenggarakan sesuai dengan 
struktur anggaran yang terdiri dari 
angaran pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan pada saat anggaran 
disahkan dan dialokasikan. 
Akuntansi anggaran diselenggarakan 
sesuai dengan struktur anggaran 
yang terdiri dari angaran pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan pada saat 
anggaran disahkan dan dialokasikan. 
 
 
  
  
10. Pengakuan 
pendapatan-LRA 
PSAP 02 paragraf 21-22 
Pendapatan-LRA diakui pada saat 
diterima pada Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah dan diklasifikasikan 
menurut jenis pendapatan. 
 
Pengakuan pendapatan pada laporan 
realisasi anggaran Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar yaitu 
pendapatan-LRA diakui pada saat 
diterima pada Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah dan pendapatan-LRA 
diklasifikasikan menurut jenis 
pendapatan. 
 
 
 
  
  
11. Penyajian transfer 
masuk 
PSAP 02 paragraf 23 
Transfer masuk adalah penerimaan 
uang dari entitas pelaporan lain, 
misalnya penerimaan dana 
perimbangan dari pemerintah pusat 
dan dana bagi hasil dari pemerintah 
provinsi. 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
mengelompokkan pendapatan 
transfer meliputi pemerintah pusat-
dana perimbangan, transfer 
pemerintah pusat lainnya dan 
transfer pemerintah provinsi. 
 
 
  
  
12. Pelaksanaan akuntansi 
anggaran 
PSAP 02 paragraf 24 
Akuntansi pendapatan-LRA  
Dalam kebijakan akuntansi 
diperaturan Bupati Pemerintah  
 
 
  
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  dilaksanakan berdasarkan azas 
bruto, yaitu dengan membukukan 
penerimaan bruto, dan tidak 
mencatat jumlah netonya (setelah 
dikompensasikan dengan 
pengeluaran). 
Kabupaten Karanganyar menjelaskan 
bahwa akuntansi pendapatan 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, 
yaitu dengan membukukan 
penerimaan bruto, dan tidak 
mencatat jumlah netonya (setelah  
dikompensasikan dengan 
pengeluaran). 
   
13. Pengakuan belanja PSAP 02 paragraf 31-32 
Belanja diakui pada saat terjadinya 
pengeluaran dari Rekening Kas 
Umum Negara/Daerah. Khusus 
pengeluaran melalui bendahara 
pengeluaran pengakuannya terjadi 
pada saat pertanggungjawaban atas 
pengeluaran tersebut disahkan oleh 
unit yang mempunyai fungsi 
perbendaharaan. 
Dalam kebijakan akuntansi 
diperaturan Bupati Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar 
menyebutkan bahwa belanja diakui 
pada saat terjadinya pengeluaran dari 
Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah. Khusus pengeluaran 
melalui bendahara pengeluaran 
pengakuannya terjadi pada saat 
pertanggungjawaban atas 
pengeluaran tersebut disahkan oleh 
unit yang mempunyai fungsi 
perbendaharaan. 
 
  
  
15. Penyajian belanja 
operasi 
PSAP 02 paragraf 36 
Belanja  operasi adalah pengeluaran 
anggaran untuk kegiatan sehari-hari 
pemerintah pusat/daerah yang 
memberi manfaat jangka pendek. 
Belanja operasi diklasifikasikan 
menjadi belanja pegawai, belanja 
barang dan jasa, belanja hibah dan 
belanja bantuan sosial. Sifat dari 
belanja operasi di pemerintah 
Kabupaten Karanganyar sifatnya  
memberikan manfaat jangka pendek. 
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16.  Penyajian belanja 
modal 
PSAP 02 paragraf 37 
Belanja modal adalah pengeluaran 
anggaran untuk perolehan aset tetap 
dan aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi. Belanja modal meliputi 
antara lain belanja modal untuk 
perolehan tanah, gedung dan 
bangunan, peralatan, aset tak 
berwujud. 
 
Pengklasifikasian belanja modal 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
dalam hal ini sesuai dengan PSAP 01 
paragraf 37 yaitu meliputi : 
a. Belanja Modal Tanah 
b. Belanja Modal Gedung dan 
bangunan  
c. Belanja Modal jalan, irigasi dan 
jaringan 
d. Belanja Modal aset tetap lainnya 
 
 
 
 
 
  
  
17. Penyajian belanja tak 
terduga 
PSAP 02 paragraf 37 
Belanja lain-lain/tak terduga adalah 
pengeluaran anggaran untuk  
kegiatan yang sifatnya tidak biasa 
dan tidak diharapkan berulang 
seperti penanggulangan bencana 
alam, bencana sosial, dan 
pengeluaran tidak terduga lainnya 
yang sangat diperlukan dalam 
rangka penyelenggaraan 
kewenangan  pemerintah 
pusat/daerah. 
Dalam pemerintah Kabupaten 
Karanganyar terdapat belanja tak 
terduga dalam laporan realisasi 
anggaran seperti yang disebutkan 
dalam PSAP 01 paragraf 37. 
 
 
  
  
18. Penyajian transfer 
keluar 
PSAP 02 paragraf 40 
Transfer keluar adalah pengeluaran 
uang dari entitas pelaporan ke  
Transfer keluar yang disajikan 
adalah transfer bagi hasil pendapatan 
yang meliputi transfer bagi hasil 
pajak Daerah dan   bagi hasil 
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  entitas pelaporan lain seperti 
pengeluaran dana perimbangan 
oleh pemerintah pusat dan dana 
bagi hasil oleh pemerintah daerah. 
pendapatan lainnya serta transfer 
bantuan keuangan yang meliputi 
transfer bantuan keuangan ke desa 
dan transfer bantuan keuangan 
lainnya. 
 
  
  
19. Penyajian koreksi 
belanja 
PSAP 02 paragraf 44-46 
Realisasi anggaran belanja 
dilaporkan  sesuai dengan 
klasifikasi yang ditetapkan dalam 
dokumen anggaran. Koreksi  atas  
pengeluaran belanja (penerimaan 
kembali belanja) yang terjadi pada 
periode pengeluaran belanja 
dibukukan sebagai pengurang 
belanja pada periode yang sama. 
Apabila diterima pada periode 
berikutnya, koreksi atas 
pengeluaran belanja dibukukan 
dalam pendapatan-LRA dalam 
pos pendapatan lain-lain-LRA. 
Akuntansi belanja disusun selain 
untuk memenuhi kebutuhan 
pertanggungjawaban sesuai 
dengan ketentuan, juga dapat 
dikembangkan untuk keperluan 
pengendalian bagi manajemen 
untuk mengukur efektivitas dan 
efisiensi belanja tersebut.   
Dalam kebijakan akuntansi 
diperaturan Bupati Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar 
menjelaskan bahwa Realisasi 
anggaran belanja dilaporkan  sesuai 
dengan klasifikasi yang ditetapkan 
dalam dokumen anggaran. Koreksi  
atas  pengeluaran belanja 
(penerimaan kembali belanja) yang 
terjadi pada periode pengeluaran 
belanja dibukukan sebagai 
pengurang belanja pada periode 
yang sama. Apabila diterima pada 
periode berikutnya, koreksi atas 
pengeluaran belanja dibukukan 
dalam pendapatan-LRA dalam pos 
pendapatan lain-lain-LRA. 
Akuntansi belanja disusun selain 
untuk memenuhi kebutuhan 
pertanggungjawaban sesuai dengan  
ketentuan, juga dapat 
dikembangkan untuk keperluan 
pengendalian bagi manajemen 
 
  
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   untuk mengukur efektivitas dan 
efisiensi belanja tersebut.   
   
20.  Penyajian Surplus/ 
defisit-LRA 
PSAP 02 paragraf 47-49 
Surplus-LRA adalah selisih lebih 
antara pendapatan-LRA dan 35 
belanja selama satu periode 
pelaporan. Dan defisit-LRA 
adalah selisih kurang antara 
pendapatan-LRA dan belanja 
selama satu periode pelaporan. 
 
Selisih lebih/kurang antara 
pendapatan dan belanja tersebut 
dicatat dalam pos surplus/defisit. 
 
 
  
  
21. Penyajian klasifikasi 
pembiayaan  
PSAP 02 paragraf 50 
Pembiayaan adalah seluruh 
transaksi keuangan pemerintah. 
Pembiayaan dikelompokkan 
menjadi 2 yaitu penerimaan 
pembiayaan dan pengeluaran 
pembiayaan. 
Pembiayaan Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar dikelompokkan 
menjadi 2 yaitu penerimaan 
pembiayaan dan pengeluaran 
pembiayaan. 
 
 
  
  
22. Penyajian penerimaan 
pembiayaan 
PSAP 02 paragraf 51 
Penerimaan pembiayaan adalah 
semua penerimaan Rekening Kas 
Umum Negara/Daerah antara lain 
berasal dari penerimaan pinjaman, 
penjualan obligasi pemerintah, 
hasil privatisasi perusahaan 
negara/daerah, penerimaan 
kembali pinjaman yang diberikan 
kepada fihak ketiga, penjualan 
Penerimaan pembiayaan 
Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar terdiri daari 
penggunaan SILPA, penerimaan 
kembali piutang, penerimaan 
kembali investasi non permanen 
lainnya, penerimaan dari AMU 
bank Jateng, sharing cadangan 
tujuan dari Bank Jateng, Sisa saldo 
laba dari Bank Jateng, penerimaan 
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  investasi permanen lainnya, dan 
pencairan dana cadangan 
laba dari Bank Jateng, penerimaan 
kembali investasi permanen. 
   
23. Pengakuan penerimaan 
pembiayaan  
PSAP 02 paragraf 52 
Penerimaan pembiayaan diakui 
pada saat diterima pada Rekening 
Kas Umum Negara/Daerah. 
 
Dalam kebijakan akuntansi 
diperaturan Bupati Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar 
menjelaskan bahwa Penerimaan 
pembiayaan diakui pada saat 
diterima pada Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah. 
 
    
24. Akuntansi penerimaan 
pembiayaan 
PSAP 02 paragraf 53 
Akuntansi penerimaan 
pembiayaan dilaksanakan 
berdasarkan azas bruto, yaitu 
dengan membukukan penerimaan 
bruto, dan tidak  mencatat jumlah 
netonya (setelah dikompensasikan 
dengan pengeluaran) 
Dalam kebijakan akuntansi 
diperaturan Bupati Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar 
menjelaskan bahwa Akuntansi 
penerimaan pembiayaan 
dilaksanakan berdasarkan azas 
bruto, yaitu dengan membukukan 
penerimaan bruto, dan tidak  
mencatat jumlah netonya (setelah 
dikompensasikan dengan 
pengeluaran) 
    
25. Penyajian pengeluaran 
pembiayaan 
PSAP 02 paragraf 55 
Pengeluaran pembiayaan adalah 
semua pengeluaran Rekening Kas 
Umum Negara/Daerah antara lain 
pemberian pinjaman kepada pihak 
ketiga, penyertaan modal 
pemerintah, pembayaran kembali 
pokok pinjaman dalam periode 
Pengeluaran pembiayaan 
Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar terdiri dari penyertaan 
modal/investasi pemerintah daerah, 
pembayaran utang jangka panjang 
lainnya dan pembayaran hutang 
belanja. 
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  pokok pinjaman dalam periode 
tahun anggaran tertentu, dan 
pembentukan dana cadangan  
  
 
  
26. Pengakuan pengeluaran 
pembiayaan 
PSAP 02 paragraf 56 
Pengeluaran pembiayaan diakui 
pada saat dikeluarkan dari 
Rekening Kas  Umum 
Negara/Daerah 
 
Dalam kebijakan akuntansi 
diperaturan Bupati Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar 
menjelaskan bahwa pengeluaran 
pembiayaan diakui pada saat 
diterima pada Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah. 
 
 
  
  
27. Penyajian pendanaan 
neto 
PSAP 02 paragraf 58-59 
Pembiayaan neto adalah selisih 
antara penerimaan pembiayaan 
setelah dikurangi pengeluaran 
pembiayaan dalam periode tahun 
anggaran tertentu. Selisih 
lebih/kurang antara penerimaan 
dan pengeluaran pembiayaan 
selama satu periode pelaporan 
dicatat dalam Pembiayaan Neto.   
Selisih antara penerimaan 
pembiayaan setelah dikurangi 
pengeluaran pembiayaan tersebut 
dicatat dalam pos pembiayaan neto. 
 
  
  
28. Penyajian sisa 
lebih/kurang 
pembiayaan anggaran. 
PSAP 02 paragraf 60-61 
SiLPA/SiKPA adalah selisih 
lebih/kurang antara realisasi 
penerimaan dan pengeluaran 
selama satu periode pelaporan. 
Selisih lebih/kurang antara 
realisasi pendapatan-LRA dan  
Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar mencatat selisih 
penerimaan dan pengeluaran 
pembiayaan selama satu periode 
pelaporan dicatat dalam pos 
SiLPA/SiKPA. 
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  Belanja, serta penerimaan dan 
pengeluaran pembiayaan selama 
satu periode pelaporan dicatat 
dalam pos SiLPA/SiKPA. 
    
30. Penyajian transaksi 
dalam mata uang asing 
PSAP 02 paragraf 63 
Transaksi dalam mata uang asing 
harus dibukukan dalam mata uang 
rupiah. 
Transaksi dalam mata uang asing 
harus dibukukan dalam mata uang 
rupiah. 
    
No Unsur PP 71 Tahun 2010 Laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar 
Sama Berbeda Tidak 
Relevan 
LAPORAN ARUS KAS 
1. Penyajian klasifikasi 
komponen arus kas 
PSAP 03 paragraf 15 
Laporan arus kas adalah bagian 
dari laporan finansial yang 
menyajikan informasi penerimaan 
dan pengeluaran kas selama 
periode 
Arus masuk dan keluar kas 
diklasifikasikan berdasarkan 
aktivitas operasi, investasi, 
pendanaan, dan transitoris.  
 
 
  
  
2. Penyajian klasifikasi 
pembayaran pokok 
utang dan pembayaaran 
bunga 
PSAP 03 paragraf 17 
Satu transaksi tertentu dapat 
mempengaruhi arus kas dari 
beberapa aktivitas, misalnya 
transaksi pelunasan utang yang 
terdiri dari pelunasan pokok utang 
dan bunga utang. Pembayaran 
pokok utang akan diklasifikasikan 
ke dalam aktivitas pendanaan 
sedangkan pembayaran bunga 
utang pada umumnya akan   
Pembayaran pokok utang akan 
diklasifikasikan ke dalam aktifitas 
pembiayaan sedangkan pembayaran 
bunga utang akan diklasifikasikan 
ke dalam aktivitas operasi. 
    
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  diklasifikasikan ke dalam aktivitas 
operasi kecuali bunga yang 
dikapitalisasi akan 
diklasifikasikan ke dalam aktivitas 
investasi. 
 
Pembayaran pokok utang akan 
diklasifikasikan ke dalam aktifitas 
pembiayaan sedangkan pembayaran 
bunga utang akan diklasifikasikan 
ke dalam aktivitas operasi. 
 
  
  
4. Penyajian komponen-
komponen arus keluar 
kas dari aktivitas 
operasi. 
PSAP 03 paragraf 24 
Arus keluar kas untuk aktivitas 
operasi terutama digunakan untuk: 
Pembayaran Pegawai, 
Pembayaran Barang, Pembayaran 
Bunga, Pembayaran Subsidi, 
Pembayaran Hibah, Pembayaran 
Bantuan Sosial, Pembayaran 
Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; 
dan Pembayaran Transfer.   
Komponen arus masuk kas dari 
aktivitas operasi Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar terdiri dari 
Pembayaran Pegawai, Pembayaran 
Barang, Pembayaran Bunga, 
Pembayaran Subsidi, Pembayaran 
Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, 
Pembayaran Lain-lain/Kejadian 
Luar Biasa; dan Pembayaran 
Transfer. 
    
5. Penyajian komponen-
komponen arus kas 
masuk aktivitas 
investasi. 
PSAP 03 paragraf 29 
Arus masuk kas dari aktivitas 
investasi terdiri dari: Penjualan 
Aset Tetap; Penjualan Aset Tetap; 
Penjualan Aset Lainnya; 
Pencairan Dana Cadangan; 
Penerimaan dari Divestasi; 
Penjualan Investasi dalam bentuk 
Sekuritas.  
Arus masuk kas dari aktivitas 
investasi terdiri dari: 
Penjualan Aset Tetap; Penjualan 
Aset Tetap; Penjualan Aset 
Lainnya; Pencairan Dana 
Cadangan; Penerimaan dari 
Divestasi; Penjualan Investasi 
dalam bentuk Sekuritas.  
    
6. Penyajian komponen-
komponen arus kas 
keluar aktivitas 
investasi. 
PSAP 03 paragraf 30 
Arus keluar kas dari aktivitas 
investasi terdiri dari: Perolehan 
Aset Tetap; Perolehan Aset  
Arus keluar kas dari aktivitas 
investasi terdiri dari : Perolehan 
Aset Tetap; Perolehan Aset 
Lainnya; Pembentukan Dana 
    
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  Lainnya; Pembentukan Dana 
Cadangan; Penyertaan Modal 
Pemerintah; Pembelian Investasi 
dalam bentuk Sekuritas 
Cadangan; Penyertaan Modal 
Pemerintah; Pembelian Investasi 
dalam bentuk sekuritas. 
 
 
 
 
  
7. Penyajian komponen-
komponen arus masuk 
kas dari aktivitas 
pendanaan. 
PSAP 03 paragraf 33 
Arus masuk kas dari aktivitas 
pendanaan antara lain: 
Penerimaan utang luar negeri; 
Penerimaan dari utang obligasi; 
Penerimaan kembali pinjaman 
kepada pemerintah daerah; 
Penerimaan kembali pinjaman 
kepada perusahaan negara. 
Arus masuk kas dari aktivitas 
pendanaan antara lain: Penerimaan 
Utang Luar Negeri; Penerimaan 
dari Utang Obligasi; Penerimaan 
Kembali Pinjaman kepada 
Pemerintah Daerah;Penerimaan 
Kembali Pinjaman kepada 
Perusahaan Negara; 
 
    
. 8. Penyajian komponen-
komponen arus keluar 
kas dari aktivitas 
pendanaan. 
PSAP 03 paragraf 34 
Arus keluar kas dari aktivitas 
pendanaan antara lain: 
Pembayaran pokok utang luar 
negeri; Pembayaran pokok utang 
obligasi;  Pengeluaran kas untuk 
dipinjamkan kepada pemerintah 
daerah; Pengeluaran kas untuk 
dipinjamkan kepada perusahaan 
negara. 
Arus keluar kas dari aktivitas 
pendanaan antara lain: Pembayaran 
pokok utang luar negeri; 
Pembayaran pokok utang obligasi;  
Pengeluaran kas untuk dipinjamkan 
kepada pemerintah daerah; 
Pengeluaran kas untuk dipinjamkan 
kepada perusahaan negara. 
    
9. Penyajian komponen-
komponen arus masuk 
kas dari aktivitas 
transitoris. 
PSAP 03 paragraf 35 
Arus masuk kas dari aktivitas 
transitoris meliputi penerimaan 
PFK dan penerimaan transitoris 
seperti kiriman uang masuk dan 
penerimaan kembali uang 
Arus masuk kas dari aktivitas 
transitoris meliputi penerimaan 
PFK dan penerimaan transitoris 
seperti kiriman uang masuk dan 
penerimaan kembali uang 
persediaan dari bendahara 
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  seperti kiriman uang masuk dan 
penerimaan kembali uang 
persediaan dari bendahara 
pengeluaran. 
pengeluaran.    
No Unsur PP 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar 
Sama Berbeda Tidak 
Relevan 
Neraca 
1.  Penyajian posisi 
keuangan dalam aset, 
kewajiban, dan ekuitas 
dana. 
PSAP 03 paragraf 44 
Neraca menggambarkan posisi 
keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai aset, kewajiban, dan 
ekuitas pada tanggal tertentu.   
Laporan Neraca menyajukan posisi 
keuangan Pemerintah Daerah 
mengenai aset, kewajiban, dan 
ekuitas  pada tanggal tertentu. 
 
 
 
  
  
2. Penyajian Klasifikasi 
aset dan kewajiban 
PSAP 03 paragraf 44 
Setiap entitas pelaporan 
mengklasifikasikan asetnya dalam 
aset lancar dan nonlancar serta 
mengklasifikasikan kewajibannya 
menjadi kewajiban jangka pendek 
dan jangka panjang dalam neraca. 
Pemerintah daerah Kabupaten 
Karanganyar mengklasifikasikan 
asetnya dalam aset lancar dan non 
lancar serta mengklasifikasikan 
kewajibannya menjadi kewajiban 
jangka pendek dan jangka panjang 
dalam neraca 
 
  
  
3. Penyajian Pos-pos 
dalam Neraca. 
PSAP 03 paragraf 49 
Neraca menyajikan secara 
komparatif dengan periode 
sebelumnya pos-pos berikut: kas 
dan setara kas; investasi jangka 
pendek; piutang pajak dan bukan 
pajak; persediaan; investasi jangka 
panjang; aset tetap; kewajiban 
jangka pendek;  kewajiban jangka 
Neraca mencantumkan sekurang-
kurangnya pos-pos berikut: kas dan 
setara kas; investasi jangka pendek; 
piutang; persediaan; investasi jangka 
panjang; aset tetap; aset lainnya 
kewajiban jangka pendek; kewajiban 
jangka panjang; ekuitas. 
 
    
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  pendek;  kewajiban jangka panjang; 
ekuitas. 
 
    
No Unsur PP 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar 
Sama Berbeda Tidak 
Relevan 
Laporan Operasional 
1.  Penyajian posos 
keuangan pendapatan- 
LO, beban, 
surplus/defisit dari 
operasi, surplus/defisit 
dari kegiatan non  
operasional,  
surplus/defisit sebelum 
pos luar biasa, pos luar 
biasa, dan 
surplus/defisit-LO, 
PSAP 12 Paragraf 11 
Laporan Operasional menyajikan 
berbagai unsur pendapatan- LO, 
beban, surplus/defisit dari operasi, 
surplus/defisit dari kegiatan non  
operasional,  surplus/defisit 
sebelum pos luar biasa, pos luar 
biasa, dan surplus/defisit-LO, yang 
diperlukan untuk penyajian yang 
wajar secara  komparatif. 
Laporan operasional Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar merupakan 
laporan yang menggambarkan posisi 
keuangan pendapatan- LO, beban, 
surplus/defisit dari operasi, 
surplus/defisit dari kegiatan non  
operasional,  surplus/defisit sebelum 
pos luar biasa, pos luar biasa, dan 
surplus/defisit-LO. 
 
 
  
  
2. Penyajian informasi 
nama entitas, cakupan 
entitas, periode yang 
dicakup, mata uang 
pelaporan dan satuan 
angka yang digunakan 
PSAP 12 Paragraf 12 
Dalam Laporan Operasional harus 
diidentifikasikan secara jelas, dan, 
jika dianggap perlu, diulang pada 
setiap halaman laporan, informasi 
berikut: nama entitas pelaporan 
atau sarana identifikasi lainnya; 
cakupan entitas pelaporan; periode 
yang dicakup; mata uang 
pelaporan; dan satuan angka yang 
digunakan 
Laporan Operasional telah 
diidentifikasikan secara jelas, dan, 
jika dianggap perlu, diulang pada 
setiap halaman laporan, informasi 
berikut: nama entitas pelaporan atau 
sarana identifikasi lainnya; cakupan 
entitas pelaporan; periode yang 
dicakup; mata uang pelaporan; dan 
satuan angka yang digunakan. 
 
    
Tabel Berlanjut ... 
74 
 
Lanjutan Tabel 4.2 
3.  Penyajian pos-pos 
dalam laporan 
operasinal 
PSAP 12 Paragraf 13 
Struktur Laporan Operasional 
mencakup pos-pos sebagai berikut: 
Pendapatan-LO Beban Surplus 
/Defisit dari operasi Kegiatan non 
operasional Surplus/Defisit 
sebelum Pos Luar Biasa Pos Luar 
Biasa dan Surplus/Defisit-LO 
 
Pos-pos yamg disajikan dalam 
laporan operasional meliputi 
Pendapatan-LO Beban Surplus 
/Defisit dari operasi Kegiatan non 
operasional Surplus/Defisit sebelum 
Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa dan 
dan Surplus/Defisit-LO. 
 
 
  
  
4. Klasifikasi penyajian 
akuntansi pendapatan-
LO 
PSAP 12 Paragraf 25 
Klasifikasi menurut sumber 
pendapatan untuk pemerintah 
daerah dikelompokkan menurut 
asal dan jenis pendapatan, yaitu 
pendapatan asli daerah, pendapatan 
transfer, dan lain-lain pendapatan 
yang sah. Masing-masing 
pendapatan tersebut 
diklasifikasikan menurut jenis 
pendapatan 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
menyajikan klasifikasi pendapat-LO 
menurut asal dan jenis pendapatan, 
yaitu pendapatan asli daerah, 
pendapatan transfer, dan lain-lain 
pendapatan yang sah. Masing-
masing pendapatan tersebut 
diklasifikasikan menurut jenis 
pendapatan. 
 
 
  
  
5. Pelaksanaan akuntansi 
pendapatan-LO 
PSAP 12 Paragraf 26 
Akuntansi pendapatan-LO 
dilaksanakan berdasarkan azas 
bruto, yaitu dengan membukukan 
pendapatan bruto, dan tidak 
mencatat jumlah netonya (setelah 
dikompensasikan dengan 
pengeluaran).   
Dalam kebijakan akuntansi di 
peraturan Bupati Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar Akuntansi 
pendapatan-LO dilaksanakan 
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 
membukukan pendapatan bruto, dan 
tidak mencatat jumlah netonya 
(setelah dikompensasikan dengan 
pengeluaran).   
 
  
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6. Pengakuan Beban PSAP 12 Paragraf 32 
Beban diakui pada saat: timbulnya 
kewajiban; terjadinya konsumsi 
aset; terjadinya penurunan manfaat 
ekonomi atau potensi jasa. 
 
Dalam kebijakan akuntansi di 
peraturan Bupati Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar Beban 
diakui pada saat: timbulnya 
kewajiban; terjadinya konsumsi aset; 
terjadinya penurunan manfaat 
ekonomi atau potensi jasa. 
 
 
 
  
  
7. Penyajian Surplus dan 
defisit dari kegiatan 
operasional 
PSAP 12 Paragraf 42-43 
Surplus dari kegiatan operasional 
adalah selisih lebih antara 
pendapatan dan beban selama satu 
periode pelaporan. Defisit dari 
kegiatan operasional adalah selisih 
kurang antara pendapatan dan 
beban selama satu periode 
pelaporan. 
Selisih lebih antara pendapatan dan 
beban selama satu periode pelaporan 
tersebut dicatat dalam pos 
Surplus/defisit dari kegiatan 
operasional. 
 
 
  
  
8.  Penyajian pendapatan 
beban dalam kegiatan  
non operasional  
PSAP 12 Paragraf 45-46 
Pendapatan dan beban yang 
sifatnya tidak rutin perlu  
dikelompokkan tersendiri dalam 
kegiatan non operasional.  
Termasuk dalam pendapatan/beban 
dari kegiatan non operasional 
antara lain surplus/defisit penjualan 
aset non lancar, surplus/defisit 
penyelesaian kewajiban jangka 
panjang, dan surplus/defisit dari 
kegiatan non operasional lainnya. 
Penyajian pendapatan beban non 
operasional terdiri dari: 
surplus/defisit penjualan aset non 
lancar, surplus/defisit penyelesaian 
kewajiban jangka panjang, dan 
surplus/defisit dari kegiatan non 
operasional lainnya. 
 
 
  
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9. Penyajian Surplus dan 
defisit dari kegiatan 
operasional 
PSAP 12 Paragraf 47 
Selisih lebih/kurang antara 
surplus/defisit dari kegiatan  
operasional dan surplus/defisit dari 
kegiatan non operasional 
merupakan surplus/defisit sebelum 
pos luar biasa. 
Selisih lebih antara pendapatan dan 
beban selama satu periode pelaporan 
tersebut dicatat dalam pos 
Surplus/defisit dari kegiatan non 
operasional. 
 
  
  
10. Karakteristik pos luar 
biasa  
PSAP 12 Paragraf 49 
Pos Luar Biasa memuat kejadian 
luar biasa yang mempunyai  
karakteristik sebagai berikut: 
kejadian yang tidak dapat 
diramalkan terjadi pada awal tahun 
anggaran; tidak diharapkan terjadi 
berulang-ulang; dan kejadian diluar 
kendali entitas pemerintah. 
Dalam kebijakan akuntansi di 
peraturan Bupati Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar Pos Luar 
Biasa memuat kejadian luar biasa 
yang mempunyai  karakteristik 
sebagai berikut: kejadian yang tidak 
dapat diramalkan terjadi pada awal 
tahun anggaran; tidak diharapkan 
terjadi berulang-ulang; dan kejadian 
diluar kendali entitas pemerintah. 
 
  
  
12. Penyajian 
Surplus/defisit-LO 
PSAP 12 Paragraf 51 
Surplus/Defisit-LO adalah 
penjumlahan selisih lebih/kurang 
antara surplus/defisit  kegiatan 
operasional, kegiatan non 
operasional, dan kejadian luar 
biasa. 
Penjumlahan selisih lebih/kurang 
antara surplus/defisit  kegiatan 
operasional, kegiatan non 
operasional, dan kejadian luar biasa. 
Dicatat dalam pos Surplus/defisit- 
LO. 
 
  
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No Unsur PP 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar 
Sama Berbeda Tidak 
Relevan 
Laporan Ekuitas 
1. Penyajian Pos-pos 
dalam laporan 
perubahan ekuitas 
PSAP Paragraf 101-102 
Laporan Perubahan Ekuitas 
menyajikan sekurang-kurangnya 
pos-pos:  
a. Ekuitas awal 
b. Surplus/defisit-LO pada 
periode bersangkutan; 
c. Koreksi-koreksi yang langsung 
menambah/mengurangi 
ekuitas, yang antara lain 
berasal dari dampak kumulatif 
yang disebabkan oleh 
perubahan kebijakan akuntansi 
dan koreksi kesalahan 
mendasar, misalnya: 
1. koreksi kesalahan mendasar 
dari persediaan yang terjadi 
pada periode-periode 
sebelumnya;  
2. perubahan nilai aset tetap 
karena revaluasi aset tetap. 
3. Ekuitas akhir. 
Di samping itu, suatu entitas 
pelaporan menyajikan rincian lebih 
lanjut dari unsur-unsur yang  
Laporan Perubahan Ekuitas 
menyajikan sekurang-kurangnya 
pos-pos:  
a. Ekuitas awal 
b. Surplus/defisit-LO pada periode 
bersangkutan; 
c. Koreksi-koreksi yang langsung 
menambah/mengurangi ekuitas, 
yang antara lain berasal dari 
dampak kumulatif yang 
disebabkan oleh perubahan 
kebijakan akuntansi dan koreksi 
kesalahan mendasar, misalnya: 
1. koreksi kesalahan mendasar dari 
persediaan yang terjadi pada 
periode-periode sebelumnya;  
2. perubahan nilai aset tetap karena 
revaluasi aset tetap. 
d. Ekuitas akhir. 
Dan Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar telah menyajikan 
rincian lebih lanjut dari unsur-unsur 
yang terdapat dalam Laporan 
Perubahan Ekuitas dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan. 
 
  
  
Tabel Berlanjut ... 
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Lanjutan Tabel 4.2 
  terdapat dalam Laporan Perubahan 
Ekuitas dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
    
No Unsur PP 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar 
Sama Berbeda Tidak 
Relevan 
Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih 
1. Penyajian Pos-pos 
dalam laporan 
perubahan anggaran 
saldo lebih. 
PSAP Paragraf 41-42 
Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih menyajikan secara 
komparatif dengan periode 
sebelumnya pos-pos berikut:   
a. Saldo Anggaran Lebih  awal; 
Penggunaan  Saldo Anggaran 
Lebih; 
b. Sisa Lebih atau Kurang 
Pembiayaan Anggaran tahun 
berjalan;  
c. Koreksi Kesalahan 
Pembukuan tahun 
Sebelumnya; 
d. dan Lain-lain; 
e.  Saldo Anggaran Lebih Akhir. 
Di samping itu, suatu entitas 
pelaporan menyajikan rincian lebih 
lanjut dari unsur-unsur yang 
terdapat dalam Laporan Perubahan 
Saldo Anggaran Lebih  dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan.    
Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih menyajikan secara komparatif 
dengan periode sebelumnya pos-pos 
berikut:   
a. Saldo Anggaran Lebih  awal; 
Penggunaan  Saldo Anggaran 
Lebih; 
b. Sisa Lebih atau Kurang 
Pembiayaan Anggaran tahun 
berjalan;  
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan 
tahun Sebelumnya; 
d. dan Lain-lain; 
e.  Saldo Anggaran Lebih Akhir. 
Dan Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar telah menyajikan 
rincian lebih lanjut dari unsur-unsur 
yang terdapat dalam Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan.    
 
  
  
Tabel Berlanjut ... 
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Lanjutan Tabel 4.2 
No Unsur PP 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar 
Sama Berbeda Tidak 
Relevan 
Catatan Atas Laporan Keuangan 
1. Penyajian catatan atas 
laporan keuangan. 
PSAP 04 Paragraf 13 
Catatan atas Laporan Keuangan 
meliputi penjelasan atau daftar 
terinci atau analisis atas nilai suatu 
pos yang disajikan dalam  Laporan 
Realisasi Anggaran, Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
Neraca, Laporan Operasional, 
Laporan Arus Kas, dan Laporan 
Perubahan Ekuitas. Termasuk pula 
dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan adalah penyajian 
informasi yang diharuskan dan 
dianjurkan oleh Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan serta 
pengungkapan-pengungkapan 
lainnya yang diperlukan untuk 
penyajian yang wajar atas laporan 
keuangan, seperti kewajiban 
kontinjensi dan komitmen-
komitmen lainnya. 
Catatan atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
telah sesuai dengan PSAP 04 
Paragraf 13 meliputi penjelasan atau 
daftar terinci atau analisis atas nilai 
suatu pos yang disajikan dalam  
Laporan Realisasi Anggaran, 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 
Laporan Arus Kas, dan Laporan 
Perubahan Ekuitas. Termasuk pula 
dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan adalah penyajian 
informasi yang diharuskan dan 
dianjurkan oleh Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan serta 
pengungkapan-pengungkapan 
lainnya yang diperlukan untuk 
penyajian yang wajar atas laporan 
keuangan, seperti kewajiban 
kontinjensi dan komitmen-komitmen 
lainnya. 
 
 
  
  
2.  Penyajian informasi 
tentang kendala dan 
hambatan yang  
PSAP 04 Paragraf 13 
Dalam rangka pengungkapan yang 
memadai, Catatan atas Laporan  
Dalam rangka pengungkapan yang 
memadai, Catatan atas Laporan  
 
  
  
Tabel Berlanjut ... 
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Lanjutan Tabel 4.2 
 Dihadapi dalam 
pencapaian target, yang 
seharusnya dijadikan 
satu di bab dua Catatan 
atas Laporak Keuangan. 
Keuangan mengungkapkan hal-hal 
sebagai berikut:  
a. Informasi Umum tentang 
Entitas Pelaporan dan Entitas 
Akuntansi; 
b. Informasi tentang kebijakan 
fiskal/keuangan dan ekonomi 
makro; 
c. Ikhtisar pencapaian target 
keuangan selama tahun 
pelaporan berikut kendala dan 
hambatan yang dihadapi dalam 
pencapaian target; 
d. Informasi tentang dasar 
penyajian laporan keuangan dan 
kebijakan-kebijakan akuntansi 
yang dipilih untuk diterapkan 
atas transaksi-transaksi dan 
kejadian-kejadian penting 
lainnya; 
e. Rincian dan penjelasan masing-
masing pos yang disajikan pada 
lembar muka laporan keuangan; 
f. Informasi yang diharuskan oleh 
Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang belum 
disajikan dalam lembar muka  
laporan keuangan dan 
Keuangan Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar telah mengungkapkan 
hal-hal sebagai berikut:  
a. Informasi Umum tentang 
Entitas Pelaporan dan Entitas 
Akuntansi; 
b. Informasi tentang kebijakan 
fiskal/keuangan dan ekonomi 
makro; 
c. Ikhtisar pencapaian target 
keuangan selama tahun pelaporan 
berikut kendala dan hambatan 
yang dihadapi dalam pencapaian 
target; 
d. Informasi tentang dasar penyajian 
laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih 
untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian 
penting lainnya; 
e. Rincian dan penjelasan masing-
masing pos yang disajikan pada 
lembar muka laporan keuangan; 
Informasi yang diharuskan oleh 
Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang belum disajikan 
dalam lembar muka   
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Lanjutan Tabel 4.2 
  g.  Informasi lainnya yang        
 diperlukan untuk penyajian yang  
 wajar, yang tidak  disajikan     
    dalam  
 lembar muka  laporan keuangan. 
    
3. Penyajian kebijakan-
kebijakan pendapatan 
Daerah, kebijakan 
belanja Daerah dan 
kebijakan pembiayaan 
daerah. 
PSAP 04 Paragraf 22 
Kebijakan fiskal yang perlu 
diungkapkan dalam Catatan atas  
Laporan Keuangan adalah 
kebijakan-kebijakan pemerintah 
dalam peningkatan pendapatan, 
efisiensi belanja dan penentuan 
sumber atau penggunaan 
pembiayaan. Misalnya penjabaran 
rencana strategis dalam kebijakan 
penyusunan APBN/APBD, sasaran, 
program dan prioritas anggaran, 
kebijakan  intensifikasi atau 
ekstensifikasi perpajakan, 
pengembangan pasar surat utang 
negara. 
 
Catatan atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
menyajikan kebijakan-kebijakan 
pemerintah dalam peningkatan 
pendapatan, efisiensi belanja dan 
penentuan sumber atau penggunaan 
pembiayaan. Misalnya penjabaran 
rencana strategis dalam kebijakan 
penyusunan APBN/APBD, sasaran, 
program dan prioritas anggaran, 
kebijakan  intensifikasi atau 
ekstensifikasi perpajakan, 
pengembangan pasar surat utang 
negara. 
 
 
 
  
  
4. Penyajian perubahan 
anggaran dan hambatan 
atau kendala yang ada 
dalam pencapaian 
target. 
PSAP 04 Paragraf 24 
Catatan atas Laporan Keuangan 
harus dapat menjelaskan  
perubahan anggaran yang penting 
selama periode berjalan 
dibandingkan dengan anggaran  
Catatan atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
telah menjelaskan  perubahan 
anggaran yang penting selama 
periode berjalan dibandingkan 
dengan anggaran 
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  yang pertama kali  disetujui oleh 
DPR/DPRD, hambatan dan kendala 
yang ada dalam pencapaian target 
yang telah ditetapkan, serta 
masalah lainnya yang dianggap 
perlu oleh manajemen entitas 
pelaporan untuk diketahui pembaca 
laporan keuangan. 
yang pertama kali  disetujui oleh 
DPR/DPRD, hambatan dan kendala 
yang ada dalam pencapaian target 
yang telah ditetapkan, serta masalah 
lainnya yang dianggap perlu oleh 
manajemen entitas pelaporan untuk 
diketahui pembaca laporan 
keuangan. 
   
5. Asumsi dasar 
akuntansi. 
PSAP 04 Paragraf 31 
Asumsi dasar atau konsep dasar 
akuntansi tertentu yang mendasari 
penyusunan laporan keuangan, 
biasanya tidak perlu diungkapkan 
secara spesifik. Pengungkapan 
diperlukan jika entitas pelaporan 
tidak mengikuti asumsi atau konsep 
tersebut dan disertai alasan dan 
penjelasan.  
PSAP 04 Paragraf 32 
Sesuai dengan Kerangka 
Konseptual Akuntansi 
Pemerintahan, asumsi dasar dalam 
pelaporan keuangan di lingkungan 
pemerintah adalah anggapan yang 
diterima sebagai suatu kebenaran 
tanpa perlu dibuktikan agar standar 
akuntansi dapat diterapkan, yang 
terdiri dari:  
 
Catatan atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
tidak menjelaskan mengenai asumsi 
dasar akuntansi. 
 
  
  
                Tabel Berlanjut ... 
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  a. Asumsi kemandirian entitas. 
b. Asumsi kesinambungan 
entitas; dan  
c. Asumsi keterukuran dalam 
satuan uang (monetary 
measurement. 
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4.3 Pembahasan Hasil Analisis. 
4.3.1 Evalusi Makna Basis Akrual dalam Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar: Kompleksitas Laporan Keuangan  
Bentuk komitmen dari Pemkab Karanganyar diwujudkan dalam 
persetujuan upaya keberhasilan persiapan yang telah diprogramkan oleh Badan 
Keuangan Daerah untuk pengembangan pengelolaan keuangan daerah termasuk 
didalamnya yakni persiapan terkait implementasi SAP akrual. Program yang 
dibuat oleh BKD telah sepenuhnya di akomodir dan di anggarkan dalam APBD 
Kabupaten Karanganyar pada tahun 2016 sebagai prioritas karena merupakan 
amanat undang-undang. 
Dari analisis yang diungkapkan di atas dapat diambil garis besarnya bahwa 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan persiapan-persiapan dan 
strategi yang matang sehingga tercipta keberhasilan dalam mengimplementasi 
Basis Akrual dengan baik, terbukti dengan diperolehnya Opini Dari BPK 2 kali 
berturut-turut setelah menerapkan SAP Basis Akrual. Jadi, dapat dikatakan bahwa 
peraturan pemerintah apa yang berlaku saat ini maka peraturan tersebut yang akan 
diikuti oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Karanganyar.  
Hal ini merupakan contoh yang baik yang dapat dilihat dari sektor publik, 
bahwa setiap ada perubahan peraturan maka pemerintah daerah yang  dikoordinasi 
oleh pemerintah pusat wajib melaksanakan peraturan baru tersebut karena adanya 
nilai kepatuhan terhadap hukum. Nilai kepatuhan terhadap hukum tersebut 
mendorong tindakan pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk senantiasa 
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mengikuti aturan main dari standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku 
saat ini yaitu SAP berbasis akrual.  
4.3.2 Evaluasi Perlakuan Akuntansi pada LKPD Kabupaten Karanganyar 
Tahun Anggaran 2016 Terkait Penerapan PP 71/2010 Basis Akrual : 
Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan dalam penerapan 
SAP Akrual. 
 Dalam hasil pembahasan evaluasi perlakuan akuntansi pada LKPD 
Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2016 terkait dengan Peraturan 
Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang basis akrual dalam pengakuan dan 
pengukuran penerapan SAP akrual, peneliti memandingkan hasil wawancara 
dengan Bapak Ferri dan Ibu Sekar dengan Perbup Kabupaten Karanganyar apakah 
telah sesuai atau belum. Kemudian peneliti melanjutan untuk membandingkan 
dengan PSAP tentang SAP akrual, apakah sudah sesuai hasil wawancara dan 
Perbup Karanganyar dengan pernyataan SAP tentang basis akrual tersebut.  
1.  Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO Daerah 
Kabupaten Karanganyar 
Dalam Pemerintah Karanganyar Pendapatan LRA diakui menjadi 
pendapatan daerah pada saat: 
a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. 
b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan 
dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD. 
c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan 
langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat Entitas penerima wajib 
melaporkannya kepada BUD. 
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d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri 
yang digunakan untuk mendanai pengeluaran Entitas telah diterima, 
dengan syarat Entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. 
e.  Kas atas pendapatan yang diterima Entitas lain di luar Entitas pemerintah 
berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya 
sebagai pendapatan. 
Dalam Peraturan Bupati Karanganyar No. 89  Tahun 2016 juga mengatur 
tentang Pengukuran Pendapatan LRA Daerah Kabupaten Karanganyar, tertuliskan 
bahwa : 
a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  
b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) 
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas 
bruto dapat dikecualikan. 
Sedangkan Pengungkapan Pendapatan LRA juga diatur dalam Peraturan 
Bupati Karanganyar No. 89  Tahun 2016. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam 
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah: 
a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun 
anggaran. 
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang 
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. 
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c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan 
daerah. 
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 
Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ferri dan Ibu Sekar 
terkait dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan-LRA dan pendapatan-LO 
telah sesuai dengan Perarturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 SAP PP Nomor 
71 Tahun 2010 dalam PSAP 02, mengemukakan bahwa Pendapatan-LO diakui 
pada saat timbulnya hak atas pendapatan  tersebut atau ada aliran masuk sumber 
daya ekonomi. Dan pendapatan-LRA diakui  pada saat kas diterima di Rekening 
Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas  pelaporan. Peraturan dalam Perbup 
Karanganyarpun juga tidak menyalahi aturan dari PSAP.. 
2. Pengakuan dan Pengukuran Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar 
 Dalam Peraturan Bupati Karanganyar No. 89  Tahun2016 Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar, Belanja diakui pada saat: 
a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD. 
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi 
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh 
unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU 
atau SP2D Nihil. 
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan berpedoman pada 
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 
Sedangkan untuk pengukuran belanja juga diatur dalam Peraturan Bupati 
Karanganyar No. 89  Tahun2016 Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dituliskan 
bahwa : 
63 
 
a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan 
dalam dokumen anggaran. 
b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur 
berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam 
dokumen pengeluaran yang sah. 
Dan untuk penyajian dan pengungkapan Belanja Daerah Kabupaten 
Karanganyar,  dijelaskan bahwa : 
a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan 
klasifikasi ekonomi, yaitu:Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak 
Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas 
belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan 
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut 
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. 
c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan 
setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak 
terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja 
modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan 
informasi lainnya yang dianggap perlu. 
Bapak Ferri dan Ibu Sekar telah menyampaikan pengakuan dan 
pengukuran belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai Perbup diatas dan hal 
tersebut tidak menyalahi aturan pada PP No 71 Tahun 2010. Dimana dalam PSAP 
menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening 
Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran 
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pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 
4. Pengakuan dan Pengukuran Beban Daerah Kabupaten Karanganyar 
Sesuai dengan  Peraturan Bupati Karanganyar No. 89  Tahun2016 
Pemerintah Kabupaten KaranganyarBeban diukur sesuai dengan: 
a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang 
timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 
Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. 
b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika 
barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. 
Sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan beban Daerah Kabupaten 
Karanganyar disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban 
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).  
 Sesuai dengan pernyataan Perbup diatas dan pernyataan yang diungkapkan 
oleh Bapak Ferri dan Ibu Sekar sebelumnya mengenai hal tersebut tidak 
menyalahi aturan dalam PSAP. Dimana dalam PSAP menyatakan bahwaBeban 
diakui pada saat:  
a. Timbulnya kewajiban;  
b. Terjadinya konsumsi aset; 
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  
Dijelaskan pulan dalam PSAP saat timbulnya kewajiban adalah saat 
terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas 
dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening 
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listrik yang belum dibayar pemerintah. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi 
ekonomi, 
Dalam laporan keuangan Kabupaten Karanganyar Beban Pnyusutan 
menggunakan metode gari lurus. Menurut PSAP penyusutan dapat dilakukan 
dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi : 
a. Metode Garis Lurus (Sraight line method) 
b. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) 
c. Metode unut produksi (unit of production method) 
Karena ada beberapa pilihan, maka Kabupaten Karangnyar memilih 
Metode garis lurus, dengan alasan lebih mudah, sesuai yang diungkapkan oleh Ibu 
Sekar. 
5. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Dalam Peraturan Bupati Karanganyar No. 89  Tahun2016Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar Pengakuan Penerimaan Pembiayaandiakui pada saat 
diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dan diukur berdasarkan 
nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan 
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Serta Penerimaan 
Pembiayaandisajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya 
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).  
Sedangankan untuk pengeluaran pembiayaan juga diatur dalam Peraturan 
Bupati Karanganyar No. 89  Tahun2016 Pemerintah Kabupaten 
KaranganyarPengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas 
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dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Diukur berdasarkan nilai nominal 
transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Serta 
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).  
Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Ferri dan Ibu Sekar 
sebelumnya, bahwa yang dijelaskan beliau telah sesuai dengan Perbup 
Karanganyar dan tidak menyalahi aturan  dalam PSAP. 
Dalam PSAP menjelaskan bahwa Penerimaan pembiayaan adalah semua 
penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari 
penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan 
negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, 
penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan 
pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.     
Akuntansi pembiayaan dilaksanakan berdasarkanazas bruto, yaitu dengan 
membukukan penerimaan bruto, dan tidakmencatat jumlah netonya (setelah 
dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Sedangkan dalam PSAP menjelaskan untuk Pengeluaran pembiayaan 
adalah semua pengeluaran Rekening  Kas Umum Negara/Daerah antara lain 
pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, 
pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan 
pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat 
dikeluarkan dari 30 Rekening Kas  Umum Negara/Daerah. 
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6.  Pengakuan dan Pengukuran Aset Daerah Kabupaten Karanganyar 
 Menurut PSAP No 07 Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa 
depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat 
diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. Berwujud; 
b. Mempunyai masa manfaat ebih dari 12 (dua belas) bulan 
c. Beban perolehan aset dapat diukur secara andal 
d. Tidak dimasksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas  
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 
Penjelasan dari PSAP bahwa pengakuan aset tetap akan andal bila aset 
tetap telah diterima atau  diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat 
penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila 
terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau 
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan 
kendaraan bermotor.  
Lebih lanjut dalam PSAP dijelaskan apabila perolehan aset tetap belum 
didukung dengan bukti secara hukum, dikarenakan masih adanya suatu proses 
administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus 
diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi 
berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa 
penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi 
pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 
Aset tetap dalam PSAP dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian 
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aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkanmaka nilai 
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.   
Menurut Peraturan Bupati Karanganyar No. 89  Tahun2016Pengakuan 
Kas dan Setara Kas, secara umum pengakuan aset dilakukan:pada saat potensi 
manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai 
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau 
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpidah, dapat dikatakan bahwa kas 
dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau 
dikeluarkan/dibayarkan. 
Sedangkan Pengukuran Kas dan Setara Kasdiukur dan dicatat sebesar nilai 
nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat 
kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs 
tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dan hal-hal yang harus diungkapkan 
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerahberkaitan dengan kas dan setara kas, 
antara lainrincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan dan rincian 
dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas 
transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan. 
Sesuai dengan Perbup Kabupaten Karanganyar dan sesuai dengan hasil 
wawancara yang disampaikan oleh Bapak Ferri dan Ibu Sekar telah sesuai dan 
tidak myelahi aturan PSAP yang dijelaskan diatas mengenai pengakuan dan 
pengukuran aset tetap. 
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7. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas  Daerah Kabupaten Karanganyar 
 Menurut Peraturan Bupati Karanganyar No. 89  Tahun2016Ekuitas adalah 
kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan 
kewajiban Pemerintah Daerahpada tanggal laporan.Saldo ekuitas di Neraca 
berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dan 
Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit 
LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset 
Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 
 Dalam Peraturan Bupati Karanganyar No. 89  Tahun2016 dijelaskan 
bahwa Pengakuan Ekuitasberdasarkan saat pengakuan aset dan 
kewajiban.Pengukuran Ekuitasberdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban. 
Dan Penyajian dan Pengungkapan Ekuitasdisajikan dalam Neraca dan dijelaskan 
rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
 Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak 
Ferri dan Ibu Sekar mengenai pengakuan dan pengukuran ekuitas daerah 
Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut juga telah sesuai dengan PSAP  
4.3.3 Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar 
Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 
SAP Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten 
Karangnyar, sebagai berikut : 
a. Analisa Laporan Realisasi Anggaran 
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Dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
untuk hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa 
pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di 
rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan; serta belanja, transfer 
dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas 
Umum Daerah. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis 
akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. 
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara 
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan 
sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Pendapatan-LRA; 
2) Belanja; 
3) Transfer; 
4) Surplus/Defisit-LRA; 
5) Pembiayaan; 
6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 
b. Analisa Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif 
dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 
1) Saldo Anggaran Lebih awal; 
2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 
3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 
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4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; 
5) Lain-lain; 
6) Saldo Anggaran Lebih akhir. 
Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. 
c.  Neraca 
Neraca Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggambarkan posisi 
keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas  pada tanggal 
31 Desember 2016.Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengklasifikasikan 
asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya 
menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan 
ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan 
kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. 
Dalam penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah 
sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. 
d.  Laporan  Operasional 
Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO,  beban,  
surplus/defisit  dari  kegiatan operasional,  surplus/defisit  dari kegiatan non 
operasional,  surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan 
surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara  
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komparatif. Laporan operasional pada LKPD Kabupaten Karanganyar telah  
menyajikan pos-pos sebagai berikut: 
1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; 
2) Beban dari kegiatan operasional; 
3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional; 
4) Kegiatan Non Operasional; 
5) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa; 
6) Pos luar biasa; 
7) Surplus/defisit-LO 
Dalam penyusunan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. 
e.    Laporan Arus Kas 
 Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, 
perubahan kas dan setara kas selama satu periode Akuntansi, dan saldo kas dan 
setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan 
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.  
Dapat diuraikan sebagai berikut : 
1) Aktivitas Operasi 
a) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan 
kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang 
cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan 
datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 
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b) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain: 
1) Penerimaan perpajakan; 
2) Penerimaan retribusi; 
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
4) Penerimaan transfer; 
5) Penerimaan hibah; 
6) Penerimaan dana darurat; 
7) Penerimaan lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa;  
c) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk 
pengeluaran, antara lain: 
1) Belanja Pegawai; 
2) Belanja Barang dan Jasa; 
3) Belanja Bunga; 
4) Belanja Subsidi; 
5) Belanja Hibah; 
6) Belanja Bantuan Sosial 
7) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan 
8) Transfer Keluar. 
Dalam penyusunan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. 
f.  Laporan Perubahan Ekuitas 
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Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintahan Kabupaten Karanganyar 
menyajikan pos-pos: 
1) Ekuitas awal; 
2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; 
3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang 
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan 
Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya : 
a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya; 
b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 
4) Ekuitas akhir. 
Dalam penyusunan Laporan Perubaahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. 
g.  Catatan atas Laporan Keuangan 
 Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana CaLK Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar telah menyajikan susunan sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 
 Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar menjelasan pos-pos Laporan Keuangan:  
a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;  
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b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi 
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan 
Keuangan. 
4.3.4 Pembahasan Analisis Memo Pembukuan Pemerintahan Kabupaten 
Karanganyar Tahun Anggaran 2016 
1. Memo Pembukuan Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 
Pencatatan penyusutan beban penyusutan alat angkutan darat bermotor ini 
merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP. Dimana 
dalam PSAP No 07 mengatur tentang penyusutan pada bagian pengukuran asset 
tetap dan penyajiannya pada periode setelah pengakuan awal nilai asset tetap. 
Perbedaan begitu jelas, ketika memakai basis kas, tidak mencatat penyusutan 
sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada lampiran I 
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mengatur tentang 
pencatatan penyusutan pada bagian pengukuran aset tetap. 
Pada pemerintahan Kabupaten Karanganyar memakai metode garis lurus 
dalam pencatatan penyusutan, adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat 
transaksi beban penyusutan, yaitu akun beban penyusutan didebet dan beban 
akumulasi penyusutan di kredit. Pengaruh transaksinya adalah akun beban, 
mengalami peningkatan akibat dari transaksi penyusutan alat angkutan darat 
bermotordanberkurangnya masa pakai, akan meningkatkan jumlah terhadap akun 
akumulasi penyusutan alat angkutan darat bemotor. 
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Sehingga menimbulkan akun beban penyusutan alat angkutan darat 
bermotor akan didebet demikian juga akumulasi penyusutan yang sudah 
bertambah sehingga akun ini harus dikredit. 
2. Memo Pembukuan Persediaan Alat Tulis Kantor 
 Ciri khusus yang berkaitan dengan basis akrual untuk persediaan adalah 
diakuinya beban persediaan. Beban persediaan diakui dari penggunaan 
persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang 
mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan. Beban persediaan ini diakui 
pada akhir periode pelaporan, berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan 
memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan 
persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan. 
Dalam PSAP 05 paraggraf 24 dan 25 dijelaskan terdapat dua metode 
dalam system pencatatan persediaan, yaitu metode perpetual dan metode periodik. 
Adanya pilihan dalam pencatatan persediaan dalam undang-undang, maka 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar memilih pencatatan persediaan menggunakan 
metode periodik, dikarenakan sistem aplikasi pengelolaan keuangan yang tidak 
mendukung pencatatan persediaan dengan perpetual. Hal ini sesuai dengan hasil 
wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ferri, selaku Kepala Bidang 
Akuntansi pada BKD Kabupaten Karanganyar (Selasa, 25 Juli 2017).  
Dalam prakteknya untuk mengajukan permohonan ATK adanya memo, 
dimana memo yang digunakan sebagai alat bukti transaksi pencatatan basis akrual 
pada pencatatan persediaan ATK. Pada memo pembukuan persediaan alat tulis 
kantor tersebut transaksi berpengaruh pada akun persediaan alat tulis kantor dan 
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beban persedianalat tulis kantor karena adanya pembelian persediaan alat tulis 
kantor. 
Pengaruh transaksinya adalah akun persediaan, mengalami peningkatan 
akibat dari transaksi pembelian persediaan alat tulis kantor dan akun beban juga 
mengalami peningkatan akibat dari bertambahnya persediaan. Karena akun 
persediaan mengalami peningkatan maka akun ini akan didebet, demikian juga 
akun beban juga mengalami peningkatan sehingga akun ini berada dikredit 
3. Memo Pembukuan Beban Jasa Telepon 
 Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa 
diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam 
hal ini kontrak pembangunan fasilitas atau peratalan, utang diakui pada saat 
sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana 
dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampau 
dengan tanggal pelaporan belum terbayar (SAP, Buletin Teknis Nomor 22 
Akuntansi Utang Berbasis Akrual) 
 Dalam pernyataan tersebut dengan adanya bukti memo pembukuan pada 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar, sudah nampak jelas bahwa pemerintah 
Kabupaten Karanganyar telah menerapkan SAP basis akrual. Karena Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar telah mencatatbeban jasa telepon yang belum dibayar. 
Sehingga nampak akun utang beban barang dan jasatelepon pada sisi 
kredit.Secara sederhana pengertian SAP basis akrual sendiri mengakui dan 
mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi baik kas maupun non kas dan 
mencatat aset dan kewajiban. 
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Terlihat jelas pada memo pembukuan beban jasa telepon Kabupaten 
Karanganyar tersebut transaksi berpengaruh pada akun beban jasa telepon dan 
utang beban barang dan jasa Karena adanya pembayaran beban jasa telepon dari 
utang sebelumnya. Pengaruh transaksinya adalah beban jasa telepon, mengalami 
peningkatan akibat dari transaksi utang beban barang dan jasa sebelumnya dan 
bertambahnya utang beban jasa telepon. Akun beban jasa telepon akan didebit 
demikian juga utang beban yang yang bertambah, sehingga akun ini harus 
dikredit. 
 
 
 
 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam mengevaluasi 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar, dalam penelitian ini menemukan : 
1. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menerapkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasi Akrual, hal ini didukung oleh hasil wawancara 
dengan Kepala Bidang Akuntansi di Badan Keuangan Daerah yang 
menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menerapkan 
SAP Basis Akrual sejak tahun 2015, sesuai dengan aturan dalam PP 
71/2010. 
2. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menyajikan 7 komponen 
laporan keuangan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 
Saldo Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan 
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Yang digunakan 
dalam menyusun LKPD yakni Basis Akrual. 
3. Perlakuan akuntansi pada LKPD Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 
2016 terkait penerapan PP 71/2010 basis akrual telah sesuai untuk 
pengakuan, pengukuran dan penyajian pos-pos dalam neraca. Hanya saja 
untuk pencatatan Persediaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tidak 
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menggunakan metode Perpetual melainkan menggunakan metode Fisik. 
Pencatatan tersebut tidak menyalahi aturan dalam PSAP, hanya saja 
mengurangi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini masih banyak keterbatasan yang mungkin mempengaruhi 
hasil penelitian, antara lain : 
1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada Badan 
Kauanagan Daerah Kabupaten Karanganyar. Sehingga belum dapat 
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai evaluasi pemerintah 
dalam menerapkan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar. 
2. Adanya subyektifitas yang tinggi dalam penelitian ini, karena  hanya ada 
dua narasumber dalam wawancara yang dilakukan peneliti mengakibatkan 
hasil wawancara hanya ditinjau dari dua sudut pandang saja, sehingga 
objektifitas terkait informasi bagaimana evaluasi penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar kurang. 
3.  Peneliti menyarankan untuk menentukan unit analisis(narasumber) terlebih 
dahulu sebelum melakukan wawancara, ditinjau dari berbagai pihak yang 
mungkin terkait dengan masalah penelitian. Contohnya dalam penelitian 
ini seharusnya narasumber tidak hanya seorang narasumber dari Bidang 
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Akuntansi saja namun beberapa narasumber dari Bidang Pelaporan atau 
dari Bidang lainnya seperti Bidang Anggaran/Perbenda-haraan. 
5.3 Saran 
 Berdasarkan hasil dari penelitian, hal-hal yang disarankan adalah sebagai 
berikut : 
1. Seharusnya dalam pencatatan Persediaan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karanganyar menggunakan metode Perpetual, agar busa 
meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlunya perekrutan pegawai 
yang memiliki keahlian dibidang akuntansi daerah untuk mengelola 
Bagian Akuntansi di Badan Keuangan Daerah agar pencatatan dan 
pelaporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar dapat 
terlaksana dengan baik. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk melakukan Evaluasi 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2015-2017, karena 
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual dimulai dari tahun 2015.  
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian 
 
JADWAL PENELITIAN 
No BULAN November Des Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agus 
 KEGIATAN 1 2 3 4 2 3 2 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
1 Penyusunan Proposal x x                           
2 Konsultasi     x x          x x x x    x x x    
3 Revisi Proposal                             
4 Pengumpulan Data Primer    x x                x x x x     
5 Prosesing Data                     x x x      
6 Penulisan Skripsi   x   x x   x x  x x x x x x x  x x x x x    
7 Pendaftaran Munaqosah                          X   
8 Munaqosah                          X   
9 Revisi Skripsi                           X X 
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Lampiran 2 
FIELD NOTE 
 
Catatan Lapangan : Nomor 01 
Tanggal  : 21 Juni 2017 
Informan  : - 
 
Rabu, 21 Juni 2017 sebelum melakukan penelitian, peneliti datang ke kantor 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dengan membawa surat 
ijin penelitian dari kampus untuk meminta ijin melakukan penelitian di Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar dengan lokasi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kranganyar. Setelah mendapat surat ijin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Karanganyar, saya selanjutnya ke kantor Badan Perencanaan Penelitian 
dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar untuk menyerahkan surat tembusan dari 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.  
 
Catatan Lapangan : Nomor 02 
Tanggal  : 22 Juni 2017 
Informan                   : Bapak Anshori, Bapak Ferri dan Ibu Sekar (BKD 
Karanganyar) 
 
Kamis, 22 Juni 2017 peneliti datang ke BKD Karanganyar dengan membawa 
surat ijin dari BAPPEDA Kabupaten Karanganyar. Pertama Peneliti datang kebagian 
Kasubag Umum dan Kepegawaian, menemui Bapak Anshori di BKD Kabupaten 
Karanganyar untuk menjelaskan tujuan wawancara yang akan saya lakukan. 
Kemudian peneliti diantar kebagian Akuntansi untuk melakukan Wawancara kepada 
informan tersebut. Infororman dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Akuntansi 
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dan Kasubid Penegelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan 
Keuangan Daerah di Kabupaten Karanganyar. Wawancara berlangsung sekitar 1 Jam. 
 
Catatan Lapangan : Nomor 03 
Tanggal  : 10 Juni 2017 
Informan : Bapak Ferri dan Ibu Sekar (BKD Karanganyar) 
 
Hari ini pukul 10.00, peneliti kembali  datang ke BKD Karanganyar untuk 
mengkonfirmasi hasil dari analisis penyajian laporan keuangan Kabupaten 
Karanganyar, dimana peneliti menganalisis Laporan Keuangan Kabupaten 
Karanganyar dengan Paeraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang 
Penerapan SAP Akrual. Kemudian dikonfirmasi oleh Bapak Ferri dan Ibu Sekar 
tentang analisis peneliti dan dicocokkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar No 89 
Tahun 2016. Ada beberapa analisis yang salah dan kemudian peneliti diminta datang 
kembali dikemudian hari untuk membenarkan. 
 
 
Catatan Lapangan : Nomor 04 
Tanggal  : 10 Juni 2017 
Informan                   : Bapak Ferri (BKD Karanganyar)  
 
Untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya, peneliti 
datang kembali ke BKD Karanganyar untuk membenarkan apa yang telah dikoreksi 
oleh Bapak Ferri terkait tentang analisis penyajian Laporan Keuangan Kabupaten 
Karanganyar Tahun anggaran 2016. Dan kemudian hasil analisisnya telah disetujui 
dengan Bapak Ferri dan kemudian ditandatangi oleh beliau.  
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Catatan Lapangan : Nomor 05 
Tanggal  : 25 Juni 2017 
Informan                   : Bapak Ferri (BKD Karanganyar)  
 
 
Hari ini peneliti datang ke BKD Karanganyar untuk kembali melakukan penelitian 
dengan wawancara kepada Bapak Ferri, selaku Kepala Bidang Akuntansi pada BKD 
Karanganyar. Wawancara dilakukan kembali guna memperbaiki hasil penelitian 
setelah melakukan sidang skripsi. Peneliti menanyakan bagaimana Perlakuan 
Akuntansi pada LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016 Terkait 
Penerapan PP 71/2010 Basis Akrual : Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan 
dalam penerapan SAP Akrual. Wawancara berjalan kurang lebih 1 Jam. 
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Lampiran 3 
 
HASIL WAWANCARA 
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2017 
Informan : Bapak Ferri, selaku Kepala Bidang Akuntansi BKD     
  Karanganyar 
Peneliti Selamat siang pak, saya mahasiswi dari IAIN Surakarta jurusan 
Akuntansi. Saya mau wawancara tentang bagaimana penerapan 
SAP Akrual di Kabupaten Karanganyar pak. 
Informan Oh iya mbak, silahkan mau bertanya apa dulu. 
Peneliti Di Kabupaten Karanganyar itu kan sudah menerapkan SAP Akrual  
dari tahun 2015 kan pak? Bagaimana persepsi bapak terhadap 
laporan keuangan dengan konsep akrual tersebut ? 
Peneliti Iya mbak, kita sudah menggunakan SAP Akrual sejak tahun 2015, 
sesuai dengan aturan pemerintah. Mbak tau dari mana?  
Ya..mestinya lebih informatif karena tujuannya memakai SAP 
akrual itu agar lebih informatif, jadi kalau dulu itu hanya 5 laporan 
sekarang kan jadi 7, tapi kalau ditanya jujur apakah lebih berguna 
? saya kurang bisa merasakan mbak. 
Peneliti Saya tau dari internet, saya membuka Web nya Kabupaten 
Karanganyar, dan saya mendapatkan informasi itu. Pertanyaan 
selanjutnya menurut bapak apa sih yang menjadi kendala dalam 
penyusunan laporan   keuangan daerah, dengan pergantian SAP 
yang baru tersebut? 
Informan Untuk kendala kita harus jujur, jadi SDM nya itu kebanyakan   
bukan dari orang akuntansi, bahkan satu-satunya CA , itu hanya    
saya dikarangnyar. Jadi saya harus ngajari bidan, harus ngajari   
guru seni untuk berakuntansi. Itu mbak yang jadi kendalanya, bisa  
dibayangkan mbak, mereka yang biasanya nyuntik disuruh    
mengerjakan akuntansi. Untuk mengatasinya lita sering-sering   
mengadakan BIMTEK mbak. 
Peneliti Kemudian Menurut Bapak untuk sarana apa saja yang disediakan 
instansi terkait dengan penerapan SAP akrual ini pak? apa sih 
yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan   keuangan 
daerah, dengan pergantian SAP yang baru tersebut? 
Informan kalau untuk sarananya kita sudah punya aplikasi dari 
penganggaran sampai ke peleporan yang disebut SIMDA 
keuangan. Kerjasama dengan BPKP, Sedangkan untuk Aset kita 
punya  SIMDA BMD, kemudian dari sisi SDM kita selalu  
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 mengadakan BIMTEK untuk palatihan aplikasi SIMDA. Itu rutin 
mbak dan pelatihan untuk teori akrualnya dan juga ada komitmen  
dari dewan atau pimpinan. Jadi kalau bicara sarana ketiga unsur 
tersebut harus jalan mbak. Jadi dulu waktu pertama kali harus 
pakai akrual, kita buat surat fakta integritas. Bahwa harus 
menjelaskan akrual dari semua kepala dinas SKPD, itu sudah kita 
tempuh mbak . 
Peneliti Dari artikel yang saya baca, Kabupaten Karanganyar kan sudah 
mendapat opini WTP 2 kali kan pak, di tahun 2015 dan tahun 
2016. Menurut Bapak bagaimana mengenai LKPD Kbupaten   
Karanganyar yang mendapat opini WTP ? 
Informan  Yang membuat saya sendiri mbak, lumayan mbak, saya berani 
bilang kabupaten karanganyar lebih baik dibandingkan sukoharjo, 
wonogiri, dan sragen, saya berani bilang begitu mbak.. meskipun 
sama-sama WTP, tapi duluan karanganyar. Jadi temen-temen yang 
dari luar karanganyar sering bertanya atau sharing kepada kita 
mbak. Dan saya sering belajarnya itu sama yang ada si PEMDA 
solo, karna solo itu khusus mbak 
Peneliti Kalau untuk strategi Instansi dalam mengimplementasikan SAP     
berbasis Akrual selama ini bagaimana pak? bagaimana bisa 
langsung mendapat opini WTP setelah menerapkan SAP yang 
baru? 
Informan Sama, kita buat regulasi mbak. Kita susun regulasinya, kita punya 
perpu sejak tahun 2014, sudah kita ganti dari perbup 89 Tahun 
2016 tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual. Kemudian 
perpu 90 tentang  sistem akuntansi, aturan itu kita masukkan 
dalam aplikasi. Yang disenut simda.  Dan bicara strategi kita 
selalu melakukan BIMTEK. Meskipun mereka sudah pintar tapi 
kita juga masih akan mengadakan BIMTEK lagi. Semua SKPD 
kita adakan bimtek, biasanya gini mbak. Secara regulasi itu yang 
harus membuat laporan keuangan biasanya sekretaris atau kasubag 
dinas. Kita mengumpulkan kepala dinas dulu, kemudian gantian 
ke pegawai lainnya, seperti bendahara dan operatornya. . Karena 
memang SAP yang baru ini sudah mempunyai landasan hukum 
mbak, jadi kita harus mengikuti aturan. Dan mengupayakan yang 
terbaik. 
Peneliti Kemudian bagaimana pendapat Bapak mengenai keputusan 
pemerintah dalam Mengubah standar akuntansi basis kas menjadi 
basis Akrual ? kan lebih ribet ya pak.. 
Informan Kalau saya berpendapat gini mbak, pertama ada perbedaan 
pengaturan mbak, jadi di kementrian dalam negeri penganggaran 
itu pakai aturan Pemendagri 13-21 tapi dipelaporan dia pakai 
pemendagri 64. Itu kode rekeningnya beda lho mbak, kita pusing. 
Jadi aturan 1 dengan aturan lain itu beda. Ini tentang konsistensi  
117 
 
 
  
 pengaturan. Yang kedua kalau kita bilang, bahwa kita pemerintah 
daerah berkewajiban melaporkan setaun sekali. tp kita dituntun 
akrual pada tiap-tiap transaksi. Jadi tidak masalah kita memakai 
krual, tapi ya bertahap.   
     
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2017 
Informan : Ibu Sekar, selaku Kasubid Pengelolaan dan  
  Pertanggungjwaban Keuangan di BKD Karanganyar 
Peneliti    Selamat siang buk, saya mahasiswi dari IAIN jurusan Akuntansi. 
Tadi sudah wawancara dengan Bapak Ferri, kemudian saya ingin 
melanjutkan wawancara sama ibuk dengan pertanyaan yang sama. 
Dengan Bapak Ferri tadi. 
Informan    Oke mbak, silahkan mau bertanya tentang apa. Kami siap 
membantu. 
Peneliti  Kan begini buk, penelitian saya ini tentang evaluasi penerapan 
SAP Akrual di Kabupaten Karangnyar. Yang pertama saya mau 
bertanya, bagaimana persepsi anda terhadap laporan keuangan 
dengan konsep akrual ? 
Informan   Terus terang memang lebih rumit mbak, terutama kan dulu itu kita 
hanya 5 komponen laporan sekarang jadi 7 komponen laporan 
keuangan ya. Jujur saja kita luar biasa konsentrasinya mbak. 
Menurut saya pribadi ya mbak, menfaatnya untuk publik belum 
bisa dirasakan. 
Peneliti    Dengan komponen yang lebih banyak, menurut Ibu apa kendala 
dalam penyusunan laporan   keuangan daerah, dengan pergantian 
SAP yang baru? 
Informan  Kalau dulu data-datanya itu kan gk conect ya, sekarang kan harus 
conect. Untung kita dibantu sistem aplikasi mbak. Kalau 1 laporan 
gk conect harus menelusurnya dari awal. Untuk SDM yang paham 
dengan jurnal2 yang baru kan juga terbatas mbak. Secara IT kita 
sudah dibantu SIMDA, bekerjasama dengan BPKP, tapi namanya 
sistem itu kan juga suka ngadat mbak, lemot gitu. Lita kan pakai 
jurnalnya ada yang manual ada yang otomatis. Kalo kita pakai 
jurnal manual. Atas salah satu transaksi ternyata terjadi kesalahan.  
Peneliti Kemudian dengan adanya pergantian SAP tersebut Sarana apa saja 
yang disediakan instansi terkait penerapan SAP akrual ? 
Informan Untuk sarana, salah satunya adalah teknologi informasinya mbak, 
dengan adanya pergantian SAP, otomatis aplikasinya jugan 
diberbarui. Untuk teknologi informasi pada PEMDA Kabupaten 
Karanganyar sudah memadai. Bisa dilihat tersedianya komputer,  
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 laptop, printer dan perangkat keras lainnya disni, dengan jumlah 
yang cukup bagian akuntansi di dalam Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. Hanya saja aplikasinya itu sering error mbak. Seperti 
yang saya jelaskan tadi. Kemudian sarana lainnya sama sih mbak, 
komitmen pimpinan sangat dibutuhkan. 
Peneliti Kabupaten Karanganyar kan sudah mendapat opini WTP 2 kali 
kan buk, di tahun 2015 dan tahun 2016. Saya dapet informasi dari 
artikel. Menurut Ibuk bagaimana mengenai LKPD Kbupaten   
Karanganyar yang mendapat opini WTP ? 
Informan Ya kita memang sudah 3 kali WTP mbak, untuk akrual yang 2, 
kerja keras semua dan juga komitmen pimpinan mbak. 
Peneliti Untuk keberhasilan yang telah di capai Pemerintah Kabupaten 
Karangnya, menurut Ibuk bagaimana strategi Instansi dalam 
mengimplementasikan SAP berbasis Aakrual selama ini ? 
Informan Strategi? Harusnya kan dibagi mbak, komitmen itu penting mbak, 
untuk menjalankan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis akrual, sering mengadakan pelatihan-pelatihan terkait 
SAP Akrual, dan Update peraturan-peraturan 
 
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2017 
Informan : Bapak Ferri dan Ibu Sekar BKD Karanganyar 
1. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar Tahun Anggaran 2016 
Peneliti a. Apakah dalam laporan realisasi anggaran menyajian informasi 
mengenai realisasi pendapatan, belanja transfer, surplus/defisit 
dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode ? 
b. Apakah laporan realisasi anggaran telah diidentifikasikan 
secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, 
jika dianggap perlu, informasi berikut: Nama entitas atau 
sarana identifikasi lainnya, cakupan entitas pelaporan, periode 
yang dicakup, mata uang pelaporan; dan Satuan angka yang 
digunakan ? 
c. Apakah penyajian realisasi anggaran sekurang-kurangnya 
disajikan sekali dalam satahun ? 
d. Apakah pemerintah Kabupaten Karanganyar menggunakan 
basis Kas dalam penyajian laporan realisasi anggaran ? 
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 e. Apakah transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam 
mata uang rupiah ? 
f. Pos-pos apa saja yang disajikan dalam laporan realisasi 
anggaran? 
g. Penyajian apa saja yang terdapat dalam klasifikasi pendapatan? 
h. Penyajian apa saja yang terdapat dalam klasifikasi pendapatan? 
i. Dalam Penyelenggaraan akuntansi anggaran terdiri dari 
struktur apa saja ? 
j. Kapan Pengakuan pendapatan-LRA diakui ? 
k. Akuntansi penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar dilaksanakan berdasarkan asas apa ? 
l. Kapan pengakuan belanja diakui ? 
m. Bagaimana manfaat belanja operasi ? 
n. Apakah belanja tak terduga disajikan dalam laporan realisasi 
anggaran 
(Berdasarkan pertanyaan tersebut peneliti telah menganalisis hasil 
Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar dengan Peraturan Pemerintah No 71 
Tahun 2010 pada Lampiran l Tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual) 
Informan Mengoreksi hasil analisis peneliti dengan membandingkan hasil 
analisis dengan Peraturan Bupati No 89 Tahun 2016 Tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
2. Penyajian Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
Tahun Anggaran 2016 
Peneliti a. Apa saja klasifikasi komponen laporan arus kas ? 
b. Komponen arus kas masuk trediri dari aktivitas investasi apaa 
saja ? 
c. Apa saja yang terdapat di komponen-komponen arus kas keluar 
aktivitas investasi? 
d. Penyajian komponen-komponen arus masuk kas dari aktivitas 
pendanaan terdiri ari apa saja ? 
e. Terdiri dari apa saja penyajian komponen-komponen arus 
keluar kas dari aktivitas pendanaan? 
f. Penyajian komponen-komponen arus masuk kas dari aktivitas 
transitoris terdiri dari apa saja ? 
(Berdasarkan pertanyaan tersebut peneliti telah menganalisis hasil  
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 Penyajian Laporan Arus Kas pada Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 
pada Lampiran l Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual) 
Informan Mengoreksi hasil analisis peneliti dengan membandingkan hasil 
analisis dengan Peraturan Bupati No 89 Tahun 2016 Tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
3. Penyajian Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
Tahun Anggaran 2016 
Peneliti a. Bagaimana untuk pengakuan Aset ? Dan bagaimana 
pengukuran untuk kas, Investasi jangka pendek , piutang 
persediaan dan investasi jangka panjang ?  
b. Penyajian pos-pos dalam laporan operasinal terdiri dari apa 
saja ? 
c. Bagaimana penyajian akuntansi pendapatan-LO ? 
d. Pelaksanaan akuntansi pendapatan-LO berdasarkan asaa apa ? 
e. Bagaimana pengakuan beban ? 
f. Penyajian pendapatan beban dalam kegiatan  non operasional 
terdiri dari apa saja ? 
g. Bagaimana penyajian Surplus dan defisit dari kegiatan 
operasional ? 
h. Karakteristik apa saja yang terdapat dalam pos luar biasa ? 
i. Bagaimana penyajian Surplus/defisit-LO ? 
(Berdasarkan pertanyaan tersebut peneliti telah menganalisis hasil 
Penyajian Laporan Neraca pada Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 
pada Lampiran l Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual) 
Informan Mengoreksi hasil analisis peneliti dengan membandingkan hasil 
analisis dengan Peraturan Bupati No 89 Tahun 2016 Tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
4. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar Tahun Anggaran 2016 
Peneliti a. Pos-pos apa saja yang terdapat pada laporan perubahan 
ekuitas? 
(Berdasarkan pertanyaan tersebut peneliti telah menganalisis hasil 
Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010  
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 pada Lampiran l Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual) 
Informan Mengoreksi hasil analisis peneliti dengan membandingkan hasil 
analisis dengan Peraturan Bupati No 89 Tahun 2016 Tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
5. Penyajian Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
Tahun Anggaran 2016 
Peneliti a. Pos-pos apa saja yang terdapat pada laporan Operasional ? 
(Berdasarkan pertanyaan tersebut peneliti telah menganalisis hasil 
Penyajian Laporan Operasional pada Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 
pada Lampiran l Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual) 
Informan Mengoreksi hasil analisis peneliti dengan membandingkan hasil 
analisis dengan Peraturan Bupati No 89 Tahun 2016 Tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
6. Penyajian Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016 
Peneliti a. Pos-pos apa saja yang terdapat pada laporan perubahan 
ekuitas? 
(Berdasarkan pertanyaan tersebut peneliti telah menganalisis hasil 
Penyajian Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih pada 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Peraturan Pemerintah 
No 71 Tahun 2010 pada Lampiran l Tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual) 
Informan Mengoreksi hasil analisis peneliti dengan membandingkan hasil 
analisis dengan Peraturan Bupati No 89 Tahun 2016 Tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
7. Penyajian Laporan Catatan atas Lapoan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016 
Peneliti a. Bagaimana penyajian catatan atas laporan keuangan ? 
b. informasi tentang apa saja kendala dan hambatan yang 
dihadapi dalam pencapaian target ? 
c. terdiri dari apa saja penyajian kebijakan-kebijakan pendapatan 
Daerah, kebijakan belanja Daerah dan kebijakan pembiayaan 
daerah ? 
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 d. Bagaimana Penyajian dalam perubahan anggaran dan 
hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian targe ? 
e. Bagaimana Asumsi dasar akuntansi ? 
(Berdasarkan pertanyaan tersebut peneliti telah menganalisis hasil 
Penyajian Laporan Catatan atas Lapoan Keuangan Kabupaten 
Karanganyar dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 
pada Lampiran l Tentang Standar Akuntansi pada Pemerintah 
Pemerintahan Berbasis Akrual) 
Informan Mengoreksi hasil analisis peneliti dengan membandingkan hasil 
analisis dengan Peraturan Bupati No 89 Tahun 2016 Tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2017 
Informan : Bapak Ferri, selaku Kepala Bidang Akuntansi BKD     
  Karanganyar 
Peneliti Maaf pak, saya mau melanjutkan wawancara saya terkait dengan 
penerapan SAP Akrual di Kabupaten Karanganyar. Yang saya 
tanyakan mengenai perlakuan Akuntansi pada LKPD Kabupaten 
Karanganyar Tahun Anggaran 2016, yaitu tentang Pengakuan dan 
Pengukuran Laporan Keuangan dalam penerapan SAP Akrual. 
Kalau penyajiannya kan dulu sudah pak. 
Informan Ya mbak. Silahkan mau dimulai dari mana dulu. Direkam ya. 
Peneliti Yang pertama tentang Pendapatan Daerah pak. Kalau untuk 
pendapatan kan ada  2 basis akuntansi yang berbeda pada kedua 
pelaporan. Yaitu pelaksanaan anggaran pakai kas dan pelaporan 
finansial pakai akrual. Kalau di Kabupaten Karanganyar sendiri 
pengakuan sama pengukurannya bagaimana ya pak? 
Informan Jadi begini mbak, pengakuan sama pengukuran itu kita pakai sama  
dengan SAP persis. Jadi unruk pendapatan-LRA diakui pada saat 
kas diterima, baik kas itu diterima di kasda BANK JATENG 
maupun kas diterima di Bendahara, nah meskipun kas diterima di 
bendahara harus kita akui sebagai pendapatan, itu yang diatur 
diaturan terakhir mbak, IPSAP Nomor 2. Kalau untuk pendapatan-
LO diakui pada saat kita punya hak, bahasanya punya hak ya 
mbak. buktinya apa? Ketika praktek dilapangan, kalau kita sudah 
mengeluarkan SPT, itu kita sudah catat mbak, meskipun uang 
belum kita terima, tapi kita sudah punya hak.hak itu bentuknya  
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 klau pajak, itu adalah surat ketetapan pajak daerah kan kita punya, 
kalau tidak salah 11 jenis pajak. Kalau pemerintah sudah 
menegluarkan SKPP surat keputusan penetapan pajaknya, dengan 
dikeluarkan SKPP tersebut kita sudah akui sebagai pendapatan. 
Retribusi kalau ada SKRD nya atau ada yang dipersamakan 
dengan itu. Misalkan kamu mau menyewa GOR, kita kan punya 
GOR. Pada tanggal 30 oktober, ada perjanjian sewa menyewa satu 
tahunnya 12 juta. Oh berarti nanti pas diperjanjian itu kita 
mengakui sebagai pendapatan meskipun uangnya belum diterima. 
Jadi kita sama dengan diteori bku dan sama di PSAP. Untuk 
pengukurannya kita juga sama dengan PSAP mbak, dimana 
Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu 
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Dan untuk pendapatan-LO juga sama. Bisa dibaca di aturan 
pemerintah Bupati Karanganyar mbak, sudah punya kan? 
Peneliti Berarti sama dengan SAP ya pak, kalau untuk Belanja Daerah 
bagaimana pak, pengukuran sama pengakuannya ? 
Informan Belanja, inget ya bahasanya ya mbak. Belanja diakui pada saat 
uang keluar dari KASDA. Iya kan? Belanja itu memakai basis kas. 
Tapi kalau beban memakai akrual. Bedanya dengan akuntansi 
komersial itu. Kan kalau diakuntansi komersial ada biaya, kalau 
kita mengenalnya ada 2 belanja itu masuk di LRA sedangkan 
beban itu masuk di LO. Kan gitu. 
Peneliti  Iya pak, belanja sama beban memang dibedakan. Untuk 
penyusutan beban sendiri memakai metode apa ya pak? 
Informan penyusutan kita pakai metode garis lurus mbak (straigt line 
method) pertahun karena kita kan baru menyusutkan 2015. Jadi 
kita cari yang gampang dulu mbak. 
Peneliti Bisa dikasihkan contoh untuk pencatatan beban pak?  
Informan Bisa mbak, tapi ini Cuma contoh lo ya. Misalkan Pada 2 Juni  
20X2 dibayar beban barang (pembelian ATK) 30.000.000. Pada 
31 Desember masih ada persediaan 2.000.000, maka jurnal 
penyesuaian per 31 Desember, beban barang sebesar Rp. 
2.000.000 berada didebit dan persediaan sebesar Rp. 2.000.000 
berada dikredit. 
Peneliti  Kemudian kalau untuk pngakuan dan pengukuran Pembiayaan 
bagaimana pak? Pengeluaran pembiayaan dan penerimaan 
pembiayaannya pak. 
Informan pembiayaan? Pengeluaran pembiayaan dan penerimaan 
pembiayaan? bentar mbak. Sepertinya sama itu mbak, pembiayaan 
itu sama dengan...sebentar ya mbak saya carikan dulu, soalnya 
pembiayaan itu jarang... penerimaan pembiyaan adalah semua 
penerimaan yang masuk kas umum daerah, penerimaan pinjaman,  
penjualan obligasi. Oh berarti menggunakan Basis kas mbak. 
Diakui pada saat diterima kas daerah. pengukurannya sebesar nilai 
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nominal, berarti pengeluarannya juga sama mbak, pada saat  
keluar dari kas daerah. Kalau pengukurannya sama kaya di SAP 
mbak. Coba nanti cek di peraturan kita. Pengungkapannya juga 
sama mbak. Contohnya bisa dibaca sendiri ya. 
Peneliti Kalau untuk Aset sendiri bagaimana ya pak, pengakuan sama 
pengukurannya?  
Informan Disini ada itu mbak, kamu udah punya kan. Aset itu diakui pada  
 
 saat  manfaat ekonomi itu sudah kita miliki,dan lebih kuat apabila 
kepemilikan atau haknya itu beralih ke kita kan? Ya mbak sama 
seperti di SAP, jadi misalkan kita.. apa ya? Pihak ketiga.. rekanan 
membuatkan jalan, ya kan. Uangnya belum dibayar tapi jalan nya 
sudah diserah terimakan, tapi rekanan belum cair uangnya. Itu kita 
catat sebagai aset tetap. Pada saat manfaat ekonomi atau 
penguasaannya berpindah. Bahasa penguasaan itu bukan berarti 
harus.. misalkan ya. Sepeda motor anda, BPKB nya pindah 
ketangan saya,  ya kan? Meskipun itu BPKB nya atas nama anda, 
tapi kan sudah milik saya kan? Karena sudah berpindah tangan. 
Jadi penguasaannya sudah berpindah, bukan kepemilikannya ya, 
itu beda. Penguasaan sama kepemilikan. 
Peneliti Bisa kasih contoh lainnyanya pak ?  
Informan Udah bnyak itu mbak, oke kalau begitu saya contohnya mislkan 
pada tanggal 2 Juni  20X2 dibeli peralatan sebesar Rp. 50.000.000. 
maka untuk jurnal finansialnya, peralatan dituliskan sebesar 
50.000.000 didebet, dan kas dikredit sebesar Rp. 50.000.000,-. 
Dan untuk jurnal anggarannya ditulis belanja modal sebesar Rp. 
50.000.000 didebit dan perubahan SAL sebesar Rp. 50.000.000 di 
kredit. 
Peneliti Untuk kewajiban daerah Kabupaten sendiri bagaimana pak? Untuk 
pengukuran sama pengakuannya.  
Informan Sama mbak, Kewajiban itu utang yang timbul dari peristiwa masa 
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber 
daya ekonomi pemerintah. Gitu kan mbak? Utang itu ada 2 
macam. Utang jangka panjang sama utang jangka pendek. Untuk 
pengakuan sama pengukurannya bisa dibaca sendiri ya mbak. 
Intinya kewajiban diakui pada saan pinjaman diterima atau 
kewajiban timbul dan diukur dengan nilai nominal Bisa dilihat di 
Peraturan kita. Intinya kita sama dengan PSAP mbak. Kalau tidak 
sama kita kena sanksi. 
Peneliti Yang terakhir pak, untuk Ekuitas sendiri pengakuan sama 
pengukurannya bagaimana pak ? 
Peneliti Minta contoh transaksinya lagi pak, hehehe 
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infoman Oke. misalkan pada 1 April 20X2 Kabupaten Karanganyar 
menerima utang dari Luar Negeri Rp. 5.000.000.000 untuk 
pengembangan jaringan transportasi yang dapat menunjang 
industri. Maka pencatatan jurnal finansialnya yaitu kas didebit 
sebesar Rp. 5.000.000.000 dan utang sebesar Rp. 5.000.000.000 di 
kredit. Dan untuk jurnal anggarannya perubahan SAL di debit 
sebesar Rp. 5.000.000.000 dan penerimaan pembiayaan-utang 
jangka panjang dikredit sebesar Rp. 5.000.000.000. 
Informan Ekuitas ? Ekuitas sama halnya dengan nilai kekayaan bersih 
pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. 
Itu disebutkan ekuitas. Sama mbak untuk pengukuran sam 
pengakuannya, kita sama dengan PSAP. Masih inget saya kalau 
untuk Pengakuan Ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan 
kewajiban. Dan Pengukuran Ekuitas berdasarkan pengukuran atas 
aset dan kewajiban. Kalau penyajiannya disajikan dalam Neraca 
dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). Coba dibaca salah sudah jelaskan. Ada yang ditanyakan 
lagi tidak ? 
Peneliti  Untuk pengakuan sama pengukurannya saya sudah paham pak. 
Ada satu masalah lagi, untuk masalah di latar belakang penelitian 
saya kurang kuat kata dosen saya. Kalau menurut bapak dalam 
pencatatan akuntansinya ada masalah tidak sih pak? Karena yang 
saya teliti ini kan tentang penerapan SAP Akrual pak. 
Informan Masalahnya itu gini lo mbak. Kalau untuk penerapannya itu, jadi 
bukan di SAP nya ya mbak. Aturan SAP itu tidak susah mbak, tapi 
yang susah adalah mengatur orang-orangnya itu mbak. Yang bisa  
 
 berakuntansi, kan gitu mbak. Karna apa ? di SAP itu kan pilihan 
mbak. Gitu ya mbak, pilihan. Misalnya metodenya kan idealnya 
kan misalnya kalau seperti sepeda motor, idealnya kan 
penyusutannya kan pakai unit produksi. Bahasa lainnya sepeda 
motor dinas itu kan dipakai 10.000 km sama  50.000 km kan beda. 
Ya kan? Sepeda motor pakai unit produksi, gedung pakai straight 
line method, terus misalkan kita punya kaya printer gini, kan pakai 
unit produksi. Tapi kan sulit mbak. Di SAP itu ada pilihan. Kita 
boleh memilih metode, yaudah kita cari yang mudah. Kan suruh 
memilih. Kita boleh memilih tahunan, harian dan bulanan. Ya 
udah kita memilih yang gampang saja. Orang ada pilihannya. 
Peneliti Tapi kalau dilatar belakang saya hanya ada masalah terkait 
minimnya SDM dan masalah aplikasi yang suka error itu belum  
 cukup kuat pak. Saya paham sih pak, kalau minimnya SDM sama 
masalah aplikasi itu bisa mempengaruhi penerapan SAP Akrual, 
tetapi itu bukan masalah pokok dalam penerapan SAP Akrual. 
Informan Sebenarnya ada mbak. Tapi kasian kalau skripsimu harus ganti 
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lagi. Kemarin, kemarin sore saya kan harus membuat makalah. 
Sehari penuh mbak saya buatnya. Tentang apa yang bisa 
diaplikasikan disini. Itu gini sebenarnya mbak. Tentang persediaan 
mbak. Kita itu belum bisa perpetual. Kenapa? Karena ribet mbak. 
1 karena ribet, 2 karena aplikasi keuangannya tidak mendukung 
untuk perpetual, jadi kalau perpetual itu kan keluar masuk dicatat 
mbak. Tapi kalau disini hanya masuknya saja yang dicatat. 
Keluarnya tidak, tetapi itu kan tidak menyalahi aturan mbak, tidak 
menyalahi penerapan SAP. Cuma memang megurangi kualitas 
Laporan keuangan.  
 
Hari/Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2017 
Informan : Ibu  Sekar, selaku Kasubid Pengelolaan  dan              
                          Pertanggingjawaban Keuangan BKD Karanganyar 
Peneliti Pertanyaannya sama dengan Bapak Ferri minggu lalu buk, saya 
kurang di perlakuan akuntansi perlakuan Akuntansi pada LKPD 
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016, yaitu tentang 
Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan dalam penerapan 
SAP Akrual. Yang pertama tentang pengakuan sama 
pengukurannya Pendapatan Daerah Kabupaten itu bagaimana buk? 
Tolong dijelaskan apakah sudah sesuai dengan PSAP atau 
bagaimana ? 
 
Informan 
Kita sama sih mbak, kita sudah sesuai aturan untuk pendapatan-
LRA diakui pada saat kas diterima, baik kas itu diterima di kasda  
maupun kas diterima di Bendahara, itu yang diatur dalam IPSAP 
kan mbak? Sedangkan untuk pendapatan-LO diakui pada saat kita 
punya dokumen sumber, walaupun pendapatannya belum masuk 
ke Kasda, tapi kita sudah akui sebagai pendapatan. Untuk 
pengukurannya kita juga sama dengan PSAP mbak, dimana 
Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu 
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Dan untuk pendapatan-LO juga sama mbak, di Peraturan Bupati 
ada. 
Peneliti Untuk contoh pengakuai pendapata-LO itu seperti apa ya buk? 
Moho maaf sebelumnya.. 
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Informan Misalkan Pada tanggal 31 Desember 20X2 terdapat SKP yang 
telah dikirimkan ke pengusaha restoran dan hotel namun belum 
diterima pelunasannya. Sebesar 350.000.000. Transaksi tersebut 
sudah kita akui sebagai pendapatan yang masih harus diterima atau 
hal tersebut biasa disebut dengan piutang, dimana dituliskan dalam 
jurnal finansial, piutang pendapatan sebesar Rp. 350.000.000,- di 
debit, dan pendapatan pajak-LO berada di kredit sebesar Rp. 
350.000.000.  ini contoh saja ya mbak.. 
Peneliti Kalau ntuk pengukuran sama pengakuan belanja bagaimana ya 
buk? 
Informan Belanja itu diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD 
mbak. Setiap pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, tapi 
kalu terbit dari bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada 
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh 
unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya 
SP2D GU. Untuk pengukurannya sama mbak Pengukuran 
berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang 
dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. 
Dan disajikan dalam mata uang rupiah. Udah? Apa lagi? 
Peneliti Kalau untuk Beban buk ? beban sama belanja itu beda kan buk 
pengakuan sama pengukurannya? 
Informan Iya mbak beda. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, 
terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat 
ekonomi mbak. Itu sama dengan PSAP. Jadi begini mbak, contoh 
pada saat timbul kewajiban itu misalkan: untuk tagihan rekening 
telepon dan rekening listik yang belum dibayar pemerintah. Beban 
diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Seperti itu mbak.  
Peneliti Untuk contoh dari penyusutan beban bisa dikasihkan contohnya 
buk? 
Informan Bisa saja mbak, ini sebagai ilustrasi saja ya. misalkan pada tanggal 
2 Juni  20X2 dibeli peralatan sebesar 50.000.000. Pada 31 
Desember beban depresiasi 5.000.000, atas beralatan maka jurnal 
penyusutan per 31 Desember yaitu beban penyusutan sebesar Rp. 
5.000.000,- di debet dan Akumulasi penyusutan sebesar Rp. 
5.000.000,- di kredit.   
Peneliti Kemudian kalau untuk pngakuan dan pengukuran Pembiayaan 
bagaimana ya bu ? 
Informan Kan ada 2 itu mbak, untuk penerimaan pembiayaan diakui pada 
saat kas diterima di KASDA. Jadi pakai basis Kas itu mbak. 
Sedangkan untuk pengeluarannya? Sama mbak, ketika uang keluar 
dari Kasda. Untuk pengukurannya berdasarkan nilai nominal dari 
transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas 
bruto. Lalu apa lagi ? 
Peneliti Kalau untuk Aset sendiri bagaimana ya buk, pengakuan sama 
pengukurannya? 
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Informan Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan 
diperoleh oleh pemerintah. Ya kan mbak? Aturannya gitu. 
Sedangkan untuk pengukurannya ?kas dicatat sebesar nilai 
nominal, investasi jangka pendek dicatat sebesar  nilai perolehan, 
piutang dicatat sebesar nilai nominal dan persediaan dicatat? 
sebentar mbak, tak bacakan aturannya. Biaya perolehan apabila 
diperoleh dengan pembelian, Harga pokok produksi apabila 
diperoleh dengan memproduksi sendiri dan Nilai wajar, apabila 
diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. 
Peneliti Untuk kewajiban daerah Kabupaten sendiri bagaimana buk? Untuk 
pengukuran sama pengakuannya. 
Informan Kewajiban ya mbak? Sederhananya gini mbak. Kewajiban itu 
diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban 
timbul. Gitu ya mbak. Dan diukur sebesar nilai nominal 
Peneliti Yang terakhir buk, untuk Ekuitas sendiri pengakuan sama 
pengukurannya bagaimana buk ? 
Informan Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan 
kewajiban. Dan Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran 
atas aset dan kewajiban 
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Lampiran 4 
 
RIWAYAT HIDUP PENELITI 
Nama   : Yuni Lindri Astuti 
Tempat Tgl Lahir : Sragen, 31 Januari 1994 
Alamat Asal : Sengkleyan Rt 18/06 Jenggrik Kec. Kedawung Kab.       
  Sragen 
Alamat Domisili : Sengkleyan Rt 18/06 Jenggrik Kec. Kedawung Kab.       
  Sragen 
No. Telepon  : 081542977330 
Email   : yuni.lindri@yahoo.com 
Status   : Belum Menikah 
Agama   : Islam 
Latar Belakang Pendidikan 
Nama Sekolah Kota 
TK Pertiwi Sragen 
SD N Jenggrik 1 Sragen 
SMP N 1 Mojogedang Karanganyar 
SMA N Kerjo Karanganyar 
IAIN Surakarta Sukoharjo 
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mpiran 6 
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN ANGGARAN 2016 
           LAMPIRAN III     
           PERATURAN DAERAH KEBUPATEN KARANGANYAR 
           NOMOR :     
           TENTANG     
           PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN   
           ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
  
 
 
               
     PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
           LAPORAN ARUS KAS  
                 
     Per 31 Desember 2016 dan 2015  
     (Dalam Rupiah)  
                 
                 
                                
 URAIAN Catatan 2016   2015  
                                
   Arus Kas dari Aktivitas Operasi C.1           
   Arus Kas Masuk C.1.1           
    Pendapatan Pajak Daerah   127.624.564.710,00    106.487.360.800,00   
    Hasil Retribusi Daerah   25.297.908.468,00    22.138.485.725,00   
    Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan   8.554.965.219,00    7.816.593.359,00   
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    Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah   58.762.421.817,00    56.164.902.371,00   
    Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak   41.236.369.287,00    27.243.362.616,00   
    Dana Alokasi Umum   996.164.049.000,00    906.446.527.000,00   
    Dana Alokasi Khusus   352.752.915.080,00    98.090.620.000,00   
    Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya   114.079.018.872,00    114.267.398.520,00   
    Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus   108.686.344.000,00    350.325.837.000,00   
    Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya   95.383.800.000,00    76.158.528.000,00   
    Pendapatan Hibah   1.638.105.985,00    6.231.557.955,00   
    Pendapatan Lainnya   1.086.662.000,00    0,00   
                         
     Jumlah Arus Kas Masuk   1.931.267.124.438,00    1.771.371.173.346,00   
   Arus Kas Keluar C.1.2           
    Belanja Pegawai   1.010.691.616.132,00    959.085.700.266,00   
    Belanja Bunga   0,00    0,00   
    Belanja Hibah   78.048.118.666,00    32.245.755.000,00   
    Belanja Bantuan Sosial   6.568.000.000,00    9.459.237.500,00   
    Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa   12.513.788.000,00    5.000.000.000,00   
    Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa   255.436.681.969,00    122.081.924.040,00   
    Belanja Tidak Terduga   198.205.000,00    0,00   
    Belanja Barang dan Jasa   272.682.182.580,00    353.348.740.434,00   
                        
     Jumlah Arus Kas Keluar   1.636.138.592.347,00    1.481.221.357.240,00   
                         
   Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi   295.128.532.091,00    290.149.816.106,00   
                        
   Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan C.2           
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   Arus Kas Masuk C.2.1           
    Penjualan bahan-bahan bekas bangunan   0,00    0,00   
    Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua     17.100.000,00    119.550.000,00   
    Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat   60.200.000,00    183.500.000,00   
    Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai   36.925.000,00    46.325.000,00   
    Penjualan Hasil Penebangan Pohon   0,00    0,00   
    Penjualan Lampu Hias Bekas   0,00    39.400.000,00   
    Penjualan Aset Lainnya   6.600.000,00    0,00   
    Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan     16.100.000,00    0,00     
                        
     Jumlah Arus Kas Masuk   136.925.000,00    388.775.000,00   
   Arus Kas Keluar C.2.2           
    Belanja Tanah   2.521.958.560,00    6.230.459.090,00   
    Belanja Peralatan dan Mesin   36.205.264.729,00    48.530.678.168,00   
    Belanja Bangunan dan Gedung   162.461.565.580,00    74.258.600.886,00   
    Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan   158.521.672.398,00    97.432.497.938,00   
    Belanja Aset Tetap Lainnya   16.978.616.053,00    12.196.412.673,00   
                        
     Jumlah Arus Kas Keluar   376.689.077.320,00    238.648.648.755,00   
                        
   Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan   (376.552.152.320,00)   (238.259.873.755,00)  
                                
                 
                                
 URAIAN Catatan 2016   2015  
   Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan C.3            
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   Arus Kas Masuk C.3.1           
    Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman   649.153.402,00    1.025.509.329,00   
    Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah   35.000.000,00    0,00   
    Penarikan dari Aset Manajemen Unit (AMU) Bank Jateng   326.000.000,00    0,00   
    Sharing Cadangan Tujuan Bank Jateng   6.924.000.000,00    0,00   
    Sisa Saldo Laba dari Bank Jateng   1.128.000.000,00    0,00   
                        
     Jumlah Arus Kas Masuk   9.062.153.402,00    1.025.509.329,00   
   Arus Kas Keluar C.3.2           
    Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah   24.935.000.000,00    6.500.000.000,00   
    Pembayaran Pokok Utang   964.425.900,00    0,00   
    Pemberian Pinjaman Bergulir   0,00    0,00   
                        
     Jumlah Arus Kas Keluar   25.899.425.900,00    6.500.000.000,00   
                         
   Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan   (16.837.272.498,00)   (5.474.490.671,00)  
                        
   Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran C.4           
   Arus Kas Masuk             
    Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)   152.906.288.605,00    148.835.556.983,00   
    Pendapatan transfer dari rek. BLUD       8.000.000.000,00    10.000.000.000,00   
    Koreksi silpa tahun lalu     500,00    0,00   
    Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun lalu     2.667.250,00    0,00   
                        
     Jumlah Arus Kas Masuk   160.908.956.355,00    158.835.556.983,00   
   Arus Kas Keluar             
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    Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)   152.906.779.513,00    148.835.066.075,00   
    Saldo Sisa UP yang disetor TA 2017   9.482,00    0,00   
                        
     Jumlah Arus Kas Keluar   152.906.788.995,00    148.835.066.075,00   
                        
   Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran   8.002.167.360,00    10.000.490.908,00   
                        
    Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode C.5 (90.258.725.367,00)   56.415.942.588,00   
    Saldo Awal Kas di BUD   304.421.214.325,00    248.005.271.737,00   
    Saldo Akhir Kas di BUD   214.162.488.958,00    304.421.214.325,00   
     Kas Di Bendahara Penerimaan   16.375.649,00    2.667.250,00   
     Kas Di Bendahara Pengeluaran   129.422.575,00    87.555.137,00   
     Kas Di Badan Layanan Umum Daerah   9.631.523.806,00    10.196.891.646,00   
       Saldo Akhir Kas   223.939.810.988,00    314.708.328.358,00   
                 
          
      TELAH DIKOORDINASIKAN  KARANGANYAR, 31 Desember 2016   
      Pejabat Paraf  BUPATI KARANGANYAR   
      1. Sekretaris 
Daerah 
          
      2. Asisten 
Administrasi 
          
      3. Kepala DPPKAD      Drs. H. JULIYATMONO, M.M.   
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  PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 
  LAPORAN OPERASIONAL 
  UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 
                     
                                             SALDO 
2016 
SALDO 
2015 
KENAIKAN/ 
(PENURUNAN) 
     
NO. URUT URAIAN REF (%)  
 
                           
                                
       KEGIATAN OPERASIONAL                  
                                  
  8     PENDAPATAN - LO D.1 2.118.545.483.500,33  1.939.306.478.793,42  179.239.004.706,91  9,24   
                                
  8 . 1      PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO D.1.1 401.297.261.788,33  262.207.187.380,42  139.088.894.458,91  53,05   
  8 . 1 . 1       Pendapatan Pajak Daerah - LO D.1.1.1 129.274.490.271,00  109.115.866.322,00  20.158.623.949,00  18,47   
  8 . 1 . 2       Pendapatan Retribusi Daerah - LO D.1.1.2 24.221.978.647,33  22.530.030.193,00  1.691.948.454,33  7,51   
  8 . 1 . 3       Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO D.1.1.3 11.533.007.029,00  7.936.979.937,42  3.596.027.091,58  45,31   
  8 . 1 . 4       Lain-lain PAD Yang Sah - LO D.1.1.4 236.267.785.841,00  122.624.310.928,00  113.643.474.913,00  92,68   
7 
 
 
                                
  8 . 2      PENDAPATAN TRANSFER - LO D.1.2 1.708.302.496.239,00  1.572.532.273.136,00  135.770.223.103,00  8,63   
  8 . 2 . 1       Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO D.1.2.1 1.390.153.333.367,00  1.031.780.509.616,00  358.372.823.751,00  34,73   
  8 . 2 . 2       Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO D.1.2.2 108.686.344.000,00  350.325.837.000,00  (241.639.493.000,00) (68,98)  
  8 . 2 . 3       Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO D.1.2.3 114.079.018.872,00  114.267.398.520,00  (188.379.648,00) (0,16)  
  8 . 2 . 4       Bantuan Keuangan - LO   95.383.800.000,00  76.158.528.000,00  19.225.272.000,00  25,24   
  8 . 2 . 5       Pendapatan Dana BOS Reguler   0,00  0,00  0,00  0,00   
                                
  8 . 3      LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO D.1.3 8.945.725.473,00  104.567.018.277,00  (95.621.292.804,00) (91,44)  
  8 . 3 . 1       Pendapatan Hibah - LO   7.859.063.473,00  104.567.018.277,00  (96.707.954.804,00) (92,48)  
  8 . 3 . 2       Dana Darurat - LO   0,00  0,00  0,00  0,00   
  8 . 3 . 3       Pendapatan Lainnya - LO   1.086.662.000,00  0,00  1.086.662.000,00  0,00   
                                
                                  
  9     BEBAN D.2 1.995.849.320.941,94  1.711.832.914.992,58  284.016.405.949,36  16,59   
  9 . 1 . 1      Beban Pegawai - LO   1.008.620.778.525,00  974.476.779.652,00  34.143.998.873,00  3,50   
  9 . 1 . 2      Beban Barang dan Jasa D.2.1.2 513.095.046.436,02  375.309.060.878,61  137.785.985.557,41  36,71   
  9 . 1 . 3      Beban Bunga   0,00  0,00  0,00  0,00   
  9 . 1 . 4      Beban Subsidi   0,00  0,00  0,00  0,00   
  9 . 1 . 5      Beban Hibah D.2.1.3 55.113.841.929,00  75.259.749.620,00  (20.145.907.691,00) (26,77)  
  9 . 1 . 6      Beban Bantuan Sosial D.2.1.4 6.568.000.000,00  9.459.237.500,00  (2.891.237.500,00) (30,57)  
  9 . 1 . 7      Beban Penyusutan dan Amortisasi D.2.1.5 105.019.240.442,50  148.943.079.281,00  (43.923.838.838,50) (29,49)  
  9 . 1 . 8      Beban Penyisihan Piutang D.2.1.6 39.423.367.740,42  1.303.084.020,97  38.120.283.719,45  2.925,39   
  9 . 1 . 9      Beban Lain-lain D.2.1.7 58.575.900,00  0,00  58.575.900,00  0,00   
  9 . 2 . 1       Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah   10.407.796.500,00  4.100.000.000,00  6.307.796.500,00  153,85   
  9 . 2 . 2      Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya   2.105.991.500,00  900.000.000,00  1.205.991.500,00  134,00   
  9 . 2 . 3      Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya   0,00  0,00  0,00  0,00   
  9 . 2 . 4      Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa   254.350.158.000,00  120.995.400.071,00  133.354.757.929,00  110,21   
  9 . 2 . 5      Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya   1.086.523.969,00  1.086.523.969,00  0,00  0,00   
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  9 . 2 . 6      Beban Transfer Dana Otonomi Khusus   0,00  0,00  0,00  0,00   
                                  
       SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI   122.696.162.558,39  227.473.563.800,84  (104.777.401.242,45) (46,06)  
                                
       KEGIATAN NON OPERASIONAL D.3                
  8 . 4 . 1      Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO D,3,1 84.908.450,00  73.110.500,00  11.797.950,00  16,14   
  8 . 4 . 2      Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO   0,00  0,00  0,00  0,00   
  8 . 4 . 3      Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO   0,00  0,00  0,00  0,00   
  9 . 3 . 1      Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO D.3.2 186.173.618,00  0,00  186.173.618,00  0,00   
  9 . 3 . 2      Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO   0,00  0,00  0,00  0,00   
  9 . 3 . 3      Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO   0,00  0,00  0,00  0,00   
                                  
       SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL   (101.265.168,00) 73.110.500,00  (174.375.668,00) (238,51)  
                                
       SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA   122.594.897.390,39  227.546.674.300,84  (104.951.776.910,45) (46,12)  
                                
       POS LUAR BIASA D.4.1                
  8 . 5 . 1      Pendapatan Luar Biasa - LO   0,00  0,00  0,00  0,00   
  9 . 4 . 1      Beban Luar Biasa D.4.1 198.205.000,00  0,00  198.205.000,00  0,00   
                                  
       SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA   (198.205.000,00) 0,00  (198.205.000,00) 0,00   
                                
                                  
        SURPLUS/DEFISIT-LO D.4.2 122.396.692.390,39  227.546.674.300,84  (105.149.981.910,45) (46,21)  
                     
          TELAH DIKOORDINASIKAN          
          Pejabat Paraf     KARANGANYAR, 31 Desember 2016   
          1. Asisten Administrasi       BUPATI KARANGANYAR   
          2. Kepala DPPKAD            
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          3. Kabid Akuntansi            
                    
                Drs. H. JULIYATMONO, M.M.   
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   PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 
   LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
   UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 
               
   (Dalam Rupiah) 
                    
REF 
        
URAIAN 2016 2015 
                            
  EKUITAS AWAL E.1 2.630.910.836.797,46 2.376.865.650.891,31 
  SURPLUS/DEFISIT-LO E.2 122.396.692.390,39 227.546.674.300,84 
  DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: E.3    24.293.077.444,15 26.498.511.605,31 
   Koreksi Ekuitas Lainnya   0,00  26.498.511.605,31 
   Koreksi Piutang   853.465.202,38  0,00 
   Koreksi Penyisihan Piutang   38.111.345.381,91  0,00 
   Koreksi Aset tetap   9.408.531.227,00  0,00 
   Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap   54.915.044.907,01  0,00 
   Koreksi Investasi Jangka Panjang   12.807.782.130,85  0,00 
   Koreksi Aset Lainnya   (91.670.502.444,00) 0,00 
   Koreksi Kewajiban Jangka Pendek   (378.163.535,00) 0,00 
   Koreksi Dana BOS Reguler   245.574.074,00  0,00 
   Koreksi SILPA Tahun Lalu   500,00  0,00 
  EKUITAS AKHIR E.4 2.777.600.606.632,01 2.630.910.836.797,46 
                              
               
             KARANGANYAR, 31 Desember 2016 
13 
 
 
             BUPATI KARANGANYAR 
               
             Drs. JULIYATMONO, M.M. 
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    PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
    LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
    UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015  
             
    (Dalam Rupiah)  
                        
 URAIAN REF 2016 2015  
                        
   Saldo Anggaran Lebih Awal B.1 314.620.282.313,00  261.829.595.806,00   
   Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan   314.620.282.813,00  261.829.595.806,00   
    Sub Total   (500,00) 0,00   
                   
   Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) B.2 223.810.397.895,00  314.620.282.313,00   
    Sub Total   223.810.397.395,00  314.620.282.313,00   
                   
   Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya   500,00  0,00   
   Lain-lain   0,00  0,00   
    Saldo Anggaran Lebih Akhir B.3 223.810.397.895,00  314.620.282.313,00   
                        
             
          KARANGANYAR, 31 Desember 2016  
          BUPATI KARANGANYAR  
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          JULIYATMONO  
 
 
 
 
                      
                       
  PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
  LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
  UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015  
                       
                                            
                ANGGARAN 
2016 
REALISASI 
2016 
  REALISASI 
2015 
  
NO. URUT URAIAN REF (%)   
  
                            
                                
                                
  4  PENDAPATAN - LRA A.1 2.016.208.038.000,00  2.012.335.065.180,00  99,81  1.834.209.380.841,00    
                                  
  4 . 1   PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA A.1.1 250.472.357.000,00  301.307.800.956,00  120,30  255.445.549.750,00    
  4 . 1 . 1    Pendapatan Pajak Daerah - LRA A.1.1.1 104.077.965.000,00  127.624.564.710,00  122,62  106.490.028.050,00    
  4 . 1 . 2    Pendapatan Retribusi Daerah - LRA A.1.1.2 21.058.737.000,00  25.313.104.168,00  120,20  22.136.931.141,00    
  4 . 1 . 3    Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA A.1.1.3 8.522.799.000,00  8.554.965.219,00  100,38  7.816.593.359,00    
  4 . 1 . 4    Lain-lain PAD Yang Sah - LRA A.1.1.4 116.812.856.000,00  139.815.166.859,00  119,69  119.001.997.200,00    
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  4 . 2   PENDAPATAN TRANSFER - LRA A.1.2 1.765.495.241.000,00  1.708.302.496.239,00  96,76  1.572.532.273.136,00    
                                  
  4 . 2 . 1    Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA A.1.2.1 1.457.330.903.000,00  1.390.153.333.367,00  95,39  1.031.780.509.616,00    
  4 . 2 . 1 . 1     Bagi Hasil Pajak - LRA   36.138.951.000,00  39.949.628.179,00  110,54  26.254.551.650,00    
  4 . 2 . 1 . 2     Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA   2.029.476.000,00  1.286.741.108,00  63,40  988.810.966,00    
  4 . 2 . 1 . 3     Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA   996.164.049.000,00  996.164.049.000,00  100,00  906.446.527.000,00    
  4 . 2 . 1 . 4     Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA   422.998.427.000,00  352.752.915.080,00  83,39  98.090.620.000,00    
                                
  4 . 2 . 2    Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA A.1.2.2 108.686.344.000,00  108.686.344.000,00  100,00  350.325.837.000,00    
  4 . 2 . 2 . 3     Dana Penyesuaian - LRA   108.686.344.000,00  108.686.344.000,00  100,00  350.325.837.000,00    
  4 . 2 . 3    Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA A.1.2.3 103.533.194.000,00  114.079.018.872,00  110,19  114.267.398.520,00    
  4 . 2 . 3 . 1     Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA   103.533.194.000,00  114.079.018.872,00  110,19  114.267.398.520,00    
  4 . 2 . 4    Bantuan Keuangan - LRA A.1.2.3 95.944.800.000,00  95.383.800.000,00  99,42  76.158.528.000,00    
  4 . 2 . 4 . 1     Bantuan Keuangan dari Pemerintah  Daerah Provinsi Lainnya - LRA   95.944.800.000,00  95.383.800.000,00  99,42  76.158.528.000,00    
  4 . 3   LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA A.1.3 240.440.000,00  2.724.767.985,00  1.133,24  6.231.557.955,00    
  4 . 3 . 1    Pendapatan Hibah - LRA   240.440.000,00  1.638.105.985,00  681,30  6.231.557.955,00    
  4 . 3 . 3    Pendapatan Lainnya - LRA   0,00  1.086.662.000,00  0,00  0,00    
                                
  5  BELANJA A.2 2.045.172.696.000,00  1.818.357.207.631,00  88,91  1.648.862.279.623,00    
  5 . 1   BELANJA OPERASI A.2.1 1.615.220.478.325,00  1.436.088.621.711,00  88,91  1.407.209.478.292,00    
  5 . 1 . 1    Belanja Pegawai A.2.1.1 1.145.344.465.800,00  998.125.119.282,00  87,15  960.798.860.266,00    
  5 . 1 . 2    Belanja Barang dan Jasa A.2.1.2 381.682.940.425,00  353.347.383.763,00  92,58  305.770.642.129,00    
  5 . 1 . 5    Belanja Hibah A.2.1.3 81.320.072.100,00  78.048.118.666,00  95,98  131.180.738.397,00    
  5 . 1 . 6    Belanja Bantuan Sosial A.2.1.4 6.873.000.000,00  6.568.000.000,00  95,56  9.459.237.500,00    
  5 . 2   BELANJA MODAL A.2.2 427.452.217.675,00  382.070.380.920,00  89,38  241.652.801.331,00    
  5 . 2 . 1    Belanja Modal Tanah A.2.2.1 3.400.000.000,00  2.521.958.560,00  74,18  6.230.459.090,00    
  5 . 2 . 2    Belanja Modal Peralatan dan Mesin A,2,2,2 43.387.876.725,00  38.746.069.329,00  89,30  50.684.409.644,00    
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  5 . 2 . 3    Belanja Modal Gedung dan Bangunan A.2.2.3 179.852.929.075,00  165.302.064.580,00  91,91  75.107.026.886,00    
  5 . 2 . 4    Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan A.2.2.4 174.096.601.575,00  158.521.672.398,00  91,05  97.432.497.938,00    
  5 . 2 . 5    Belanja Modal Aset Tetap Lainnya A.2.2.5 26.714.810.300,00  16.978.616.053,00  63,56  12.198.407.773,00    
                                
  5 . 3   BELANJA TAK TERDUGA A.2.3 2.500.000.000,00  198.205.000,00  7,93  0,00    
  5 . 3 . 1    Belanja Tak Terduga   2.500.000.000,00  198.205.000,00  7,93  0,00    
                                
                                
  6  TRANSFER A.3 268.134.198.000,00  267.950.469.969,00  99,93  127.081.924.040,00    
                                
  6 . 1   TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN A.3.1 12.513.788.000,00  12.513.788.000,00  100,00  5.000.000.000,00    
  6 . 1 . 1    Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah   10.407.796.500,00  10.407.796.500,00  100,00  4.100.000.000,00    
  6 . 1 . 2    Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya   2.105.991.500,00  2.105.991.500,00  100,00  900.000.000,00    
                                
  6 . 2   TRANSFER BANTUAN KEUANGAN A.3.2 255.620.410.000,00  255.436.681.969,00  99,93  122.081.924.040,00    
  6 . 2 . 2    Transfer Bantuan Keuangan ke Desa   254.504.658.000,00  254.350.158.000,00  99,94  120.995.400.071,00    
  6 . 2 . 3    Transfer Bantuan Keuangan Lainnya   1.115.752.000,00  1.086.523.969,00  97,38  1.086.523.969,00    
                                
                                
      SURPLUS / (DEFISIT)   (297.098.856.000,00) (73.972.612.420,00) 24,90  58.265.177.178,00    
                                
                                
  7  PEMBIAYAAN A.4                   
                                
  7 . 1   PENERIMAAN PEMBIAYAAN A.4.1 322.998.282.000,00  323.682.436.215,00  100,21  262.855.105.135,00    
  7 . 1 . 1    Penggunaan SiLPA   314.620.282.000,00  314.620.282.813,00  100,00  261.829.595.806,00    
  7 . 1 . 5    Penerimaan Kembali Piutang   0,00  649.153.402,00  0,00  1.025.509.329,00    
  7 . 1 . 6    Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya   0,00  0,00  0,00  0,00    
  7 . 1 . 9    Penarikan dari AMU Bank Jateng   326.000.000,00  326.000.000,00  100,00  0,00    
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  7 . 1 . 11    Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng   6.924.000.000,00  6.924.000.000,00  100,00  0,00    
  7 . 1 . 12    Sisa Saldo Laba Dari Bank Jateng   1.128.000.000,00  1.128.000.000,00  100,00  0,00    
  7 . 1 . 13    Penerimaan Kembali Invetasi Permanen   0,00  35.000.000,00  0,00  0,00    
                                
  7 . 2   PENGELUARAN PEMBIAYAAN A.4.2 25.899.426.000,00  25.899.425.900,00  100,00  6.500.000.000,00    
  7 . 2 . 2    Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah   24.935.000.000,00  24.935.000.000,00  100,00  6.500.000.000,00    
  7 . 2 . 7    Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya   905.850.000,00  905.850.000,00  100,00  0,00    
  7 . 2 . 8    Pembayaran Hutang Belanja   58.576.000,00  58.575.900,00  100,00  0,00    
                                
                                
      PEMBIAYAAN NETTO   297.098.856.000,00  297.783.010.315,00  100,23  256.355.105.135,00    
                                
                                
      SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)   0,00  223.810.397.895,00  0,00  314.620.282.313,00    
                                            
                       
                 KARANGANYAR, 31 Desember 2016    
                 BUPATI KARANGANYAR    
                       
                 JULIYATMONO    
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  REALISASI 
2015 
  
(%)   
  
    
       
       
99,81  1.834.209.380.841,00    
        
120,30  255.445.549.750,00    
122,62  106.490.028.050,00    
120,20  22.136.931.141,00    
100,38  7.816.593.359,00    
119,69  119.001.997.200,00    
        
96,76  1.572.532.273.136,00    
        
95,39  1.031.780.509.616,00    
110,54  26.254.551.650,00    
63,40  988.810.966,00    
100,00  906.446.527.000,00    
83,39  98.090.620.000,00    
       
100,00  350.325.837.000,00    
100,00  350.325.837.000,00    
110,19  114.267.398.520,00    
110,19  114.267.398.520,00    
99,42  76.158.528.000,00    
99,42  76.158.528.000,00    
1.133,24  6.231.557.955,00    
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681,30  6.231.557.955,00    
0,00  0,00    
       
88,91  1.648.862.279.623,00    
88,91  1.407.209.478.292,00    
87,15  960.798.860.266,00    
92,58  305.770.642.129,00    
95,98  131.180.738.397,00    
95,56  9.459.237.500,00    
89,38  241.652.801.331,00    
74,18  6.230.459.090,00    
89,30  50.684.409.644,00    
91,91  75.107.026.886,00    
91,05  97.432.497.938,00    
63,56  12.198.407.773,00    
       
7,93  0,00    
7,93  0,00    
       
       
99,93  127.081.924.040,00    
       
100,00  5.000.000.000,00    
100,00  4.100.000.000,00    
100,00  900.000.000,00    
       
99,93  122.081.924.040,00    
99,94  120.995.400.071,00    
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97,38  1.086.523.969,00    
       
       
24,90  58.265.177.178,00    
       
       
        
       
100,21  262.855.105.135,00    
100,00  261.829.595.806,00    
0,00  1.025.509.329,00    
0,00  0,00    
100,00  0,00    
100,00  0,00    
100,00  0,00    
0,00  0,00    
       
100,00  6.500.000.000,00    
100,00  6.500.000.000,00    
100,00  0,00    
100,00  0,00    
       
       
100,23  256.355.105.135,00    
       
       
0,00  314.620.282.313,00    
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   NERACA  
     PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
           Per 31 Desember 2016 dan 2015  
                  
     (Dalam Rupiah)  
                  
 
URAIAN REF 2016 2015 
 
  
   ASET C.1        
    ASET LANCAR C.1.1        
     Kas di Kas Daerah C.1.1.1.1 202.491.542.282,00    296.745.612.643,00   
     Kas di Bendahara Penerimaan C.1.1.1.2 16.375.649,00    2.667.250,00   
     Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1.1.3 129.422.575,00    87.555.137,00   
     Kas di BLUD C.1.1.1.4 9.631.523.806,00    10.196.891.646,00   
     Kas Lainnya C.1.1.1.5 11.670.946.676,00    7.672.716.482,00   
     Kas di Bendahara Dana BOS Reguler C.1.1.1.6 3.334.377.096,00    2.530.930.936,00   
     Piutang Pendapatan   57.549.900.525,00    55.477.566.101,00   
     Piutang Lainnya C.1.1.2.3 12.329.153.852,00    16.913.710.029,62   
     Penyisihan Piutang C.1.1.2.4 (44.137.120.409,78)   (42.825.098.051,27)  
     Beban Dibayar Dimuka C.1.1.3 28.847.000,00    30.690.333,00   
     Persediaan C.1.1.4 25.726.101.222,37    90.839.712.922,39   
                        
    JUMLAH ASET LANCAR   278.771.070.273,59    437.672.955.428,74   
    INVESTASI JANGKA PANJANG C.1.2        
     Investasi Jangka Panjang Non Permanen          
      Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya   0,00    0,00   
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      Investasi dalam Obligasi   0,00    0,00   
      Investasi dalam Proyek Pembangunan   0,00    0,00   
      Dana Bergulir   0,00    0,00   
      Deposito Jangka Panjang   0,00    0,00   
      Investasi Non Permanen Lainnya   0,00    0,00   
                        
     JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen   0,00    0,00   
     Investasi Jangka Panjang Permanen          
      Penyertaan Modal Pemerintah Daerah   160.938.614.652,08    128.630.790.711,23   
      Investasi Permanen Lainnya   0,00    0,00   
                        
     JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen   160.938.614.652,08    128.630.790.711,23   
                        
    JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG   160.938.614.652,08    128.630.790.711,23   
    ASET TETAP C.1.3        
     Tanah C.1.3.1 784.352.892.821,00    781.825.934.261,00   
     Peralatan dan Mesin C.1.3.2 346.630.707.164,54    388.691.498.054,54   
     Gedung dan Bangunan C.1.3.3 935.354.319.708,00    846.449.834.271,00   
     Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.1.3.4 680.563.340.738,00    549.571.484.026,00   
     Aset Tetap Lainnya C.1.3.5 221.679.261.973,94    188.823.695.243,94   
     Konstruksi Dalam Pengerjaan C.1.3.6 9.968.420.902,00    148.139.900,00   
     Akumulasi Penyusutan C.1.3.7 (670.574.541.683,98)   (695.097.651.713,00)  
                        
    JUMLAH ASET TETAP   2.307.974.401.623,51    2.060.412.934.043,49   
    DANA CADANGAN          
     Dana Cadangan   0,00    0,00   
                        
    JUMLAH DANA CADANGAN   0,00    0,00   
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    ASET LAINNYA C.1.4        
     Tagihan Jangka Panjang   1.159.717.769,00    1.159.717.769,00   
     Kemitraan dengan Pihak Ketiga   6.457.500.000,00    6.457.500.000,00   
     Aset Tidak Berwujud   2.026.490.250,00    993.657.500,00   
     Akumulasi amortisasi aset tak berwujud     (1.177.681.312,50)   (733.658.750,00)  
     Aset Lain-lain   63.306.030.501,73    13.197.314.047,00   
     Akumulasi penyusutan aset lain-lain     (33.496.487.663,73)   (8.576.966.345,00)  
                        
    JUMLAH ASET LAINNYA   38.275.569.544,50    12.497.564.221,00   
                        
         JUMLAH ASET   2.785.959.656.093,68    2.639.214.244.404,46   
   KEWAJIBAN C.2.1        
    KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.2.1.1        
     Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) C.2.1.1.1 179.836.893,00    85.161.045,00   
     Utang Bunga   0,00    0,00   
     Bagian Lancar Utang Jangka Panjang C.2.1.1.2 0,00    905.850.000,00   
     Pendapatan Diterima Dimuka C.1.1.1.3 1.450.454.327,67    1.431.854.668,00   
     Utang Beban C.1.1.1.4 3.580.113.924,00    3.599.650.152,00   
     Utang Jangka Pendek Lainnya C.1.1.1.5 3.148.644.317,00    2.280.891.742,00   
                        
    JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK   8.359.049.461,67    8.303.407.607,00   
    KEWAJIBAN JANGKA PANJANG          
     Utang Dalam Negeri   0,00    0,00   
     Utang Jangka Panjang Lainnya   0,00    0,00   
                        
    JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG   0,00    0,00   
                        
         JUMLAH KEWAJIBAN   8.359.049.461,67    8.303.407.607,00   
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   EKUITAS C.3        
    EKUITAS C.3 2.777.600.606.632,01    2.630.910.836.797,46   
                        
               JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA   2.785.959.656.093,68    2.639.214.244.404,46   
                  
              KARANGANYAR, 31 Desember 2016  
         BUPATI KARANGANYAR  
                                    
                  
                  
                  
              JULIYATMONO  
                  
                  
 
